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 Direktorat Pemberdayaan ZakatTahun 2013
 MENURUTUNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
 TENTANG PENGElOlAAN ZAKAT
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III
 Potensi zakat di Indonesia terbilang cukup besar. r».lam laporan hasil penelitan Center for the Study ofReligion and Culture (CSRC) UIN SyarifHidayatul-
 lah Jakarta bersama The Ford Foundation (2006), disebutkanbahwa dana zakat, infak, sadaqah mencapai sekitar 19,3 triliunrupiah per tahun. Sementara menurut Habib Ahmed (2010),potensi zakat, infak, dan sadaqah diperkirakan mencapai sekitar 100 triliun.
 Besarnya potensi zakat tersebut tentu saja diharapkandapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat. Agar zakat, infak dan sadaqah dapat dioptimalkan sebagai aspek yang menunjang pembangunan masyarakat, makadiperlukan pengelolaan yang tertata secara profesional.
 Untuk itu, kini telah hadir UU Nomor 23 Tahun 2011tentang PengelolaanZakat, menyempumakan UU sebelumnyayaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Di dalam UUNomor 23 Tahun 2011, dijelaskanmengenai kelembagaan amilzakat, fungsi,wewenangdan tugas serta sistempengawasannya.
 Ada dua jenis lembaga amil zakat yang termaktub dalamUU tersebut; lembaga amil yang dibentuk oleh pemerintahyaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beserta unitnya(Unit Pengumpul Zakat/UPZ), dan kedua, lembaga ami! yang
 PENGANTARDlREKTUR PEMBERDAYAAN ZAKAT
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IV
 dibentuk secara swadaya oleh masyarakat (Lembaga AmilZakat/LAZ) .
 Dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai"lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri danbertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri". Secarateknis, koordinasi dan supervisi atas pelaksanaannya dilakukanoleh Kementerian Agama RI melalui Direktorat PemberdayaanZakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Islam.
 Peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat dibukalebar dalam UU ini. Dengan sejumlah kriteria tertentu,organisasi-organisasi Islam dapat membentuk lembaga amilzakat. Baik BAZNAS atau LAZ, keduanya memiliki peran besar untuk menunjang tercapainya optimalisasi potensi zakatbagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
 Dalam kaitan ini, kehadiran buku ini diharapkan dapatmenjadi media untuk sosialisaiUU Nomor 23Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; latar belakang lahirnya UU tersebut,sistematika isinya, serta sejumlah infonnasi lainnya mengenaiupaya meningkatkan kapabilitas lembaga amil zakat dalammengelola zakat, infak sadaqah sehingga tujuan tercapainyakesejahteraan masyarakat melalui zakat, dapat tercapai secaraoptimal.
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1
 Pada masa Makkah, zakat lebih ditunaikan berdasarkankemurahan hati, rasa iman dan tanggung jawab kepada sesamaumat yang beriman. Penentuan mengenai batas dan besarnyazakat baru ditetapkan pada masa Madinah. Hal tersebut,
 "Ambillah sebagian dari harta mereka (muslim) sebagaisedekah yang akan membersihkan dan rnensucikannya."
 Dalam sejarah, zakat baru diwajibkan di Madinah.Meskipun avat-ayat al-Qur'an yang turundi Makkah menjelaskan mengenai perintah
 menunaikan zakat, tetapi belum menentukan batas danbesarnya. Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 103:
 A. Kedudukan Zakat dalam Islam
 ZAKAT DALAM TINJAUAN ISLAM
 BABI
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2
 diantaranya disebabkan oleh keadaan umat Islam yang sudahmerniliki daerah, eksistensi dan "pemerintahan" sendiri yangmembedakan dengan saat mereka berada di Makkah.
 Kewajiban menunaikan zakat sendiri dalam ayat-avatal-Qur'an periode Madinah kerap diiringi dengan kalimatperintah menunaikan shalat. Perintah tersebut, menurutbeberapa ulama mengandung pengertian bahwa kedudukanzakat dan shalat merniliki kesetaraan. Berbagai tafsir mutakhirjuga menjelaskan bahwa shalat sebagai ekspresi spiritualitasmuslim yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik tidakakan merniliki nilai amaliah apa pun ketika zakat yang dianggapsebagai dimensi sosial Islam tidak ditunaikan.
 Sebagaimana diketahui bahwa anjuran pelaksanaan zakatsecara terperinci dalam Islam dimulai sejak tahun ke-Z hijriah.Tetapi hingga beberapa waktu lamanya, proses pelaksanaanzakat yang terjadi berjalan begitu saja, dalam arti belumterdapat peraturan yang lebih tegas dan gamblang mengenaipengeluarannya. Hal tersebut berjalan hingga memasuki tahunke,9 hijriah ketika Islam mulai meluas hingga ke berbagaibelahan negara-negara lain. Peraturan yang lebih tegastersebut meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barangyang dikenai zakat, batas-batas zakat, dan tingkat presentasezakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakatbukanlah pegawai khusus dan menerima gaji resmi, melainkanmemperoleh bayaran dad dana zakat.
 Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW dan AbuBakar adalah sosok yang sangat penting dalam mengaturmekanisme pengelolaan zakat. Pada saat itu, N abi sendiri selainmenempatkan dirinya sebagai amil, juga pernah mengangkatorang lain sebagai amil. Diantara orang yang pernah diangkatoleh Nabi Muhammad SAW menjadi amil ialah Mu'adz bin
 Q -- Standarisasi Amil Zakat DiIndonesia
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3
 Jabal, salah seorang ahli hukum Islam (fiqih) terkemuka yangoleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah seorang amilin didaerah Yaman. Pengangkatan amil ini selanjutnya dipahamioleh para ulama sebagai suatu pelimpahan tata kelola zakatdari pemerintah pusat (Nabi SAW diMadinah) kepada Mu'adzyang ada di pemerintah daerah (Yaman).
 Dalam hal pengangkatan amil, Nabi Muhammad SAWmemilih orang,orang yang bukan saja memiliki sifat-sifatkejujuran dan keadilan (amanah dan adil), melainkan jugayang sangat memahami persoalan zakat pada khususnya danperkara-perkara hukum Islam pada umumnya. Mu'adz sendirimisalnya, merupakan salah satu sahabat handal yang memilikikecerdasan secara akademik dan mengedepankan nilai dalammelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RasulullahSAW pemah memuji kepiawaian Mua'dz dalam hal wawasankeagamaan yang dimilikinya.Rasulullah bersabda: "Orang yangpaling alim pengetahuannya ten tang halal dan haram di antaraumatku ialah Mu'adz bin}abal."
 Sebegitu pentingnya peran amil dalam pengelolaan zakat,Rasulullah SAW juga tidak segan-seganmengganti amilin yangnakal atau tidak jujur. Salah satu peristiwa tentang penggantianposisi amil saat itu adalah kisah tentang al-Walidbin Uqbah.Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus al,Walid bin Uqbahsupaya mengambil zakat sebuah kampung pemukiman AI,Harist dan kawan-kawan yang belum lama masuk Islam.Al-Harits sudah menyatakan bahwa para pengikutnya siapmengeluarkanzakat.Al-Walidyangdiutus olehRasulullahSAWpun berangkat menuju perkampungan al-Harits. Di tengahperjalanan, hati al,Walid merasa gentar dan diapun pulangsebelum sampai tempat yang dituju seraya melaporkan kepadaRasulullah SAW bahwa al-Haris dan para pengikutnya tidak
 BABIZakat Dalam Tinjauan Islam I
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4
 membayar zakat. Atas laporan al;Walid, Rasulullah SAW punmengganti a1;Waliddengan sahabat lain dan memberinya tugasyang sarna yaitu memungut zakat. Pada saat yang bersamaan,al-Harist dan para pengikutnya menghaciap Rasulullah SAWda1amupaya melaporkan hasil penarikan zakat yang telah dialakukan. Akhirnya diketahui bahwa al;Walid telah berdusta.
 Kisah tersebut menggambarkan bahwa selain adanyakeniscayaan pengelola zakat yang jujur dan bettanggung jawab,penarikan atau pengumpulan zakat pada dasarnyaharus bersifatproaktif Perintah penarikan/pengambilan zakat pada ayat 103surat at-Taubah dan instruksi Nabi kepada Mu'adz atau kepadaal;Walidsupayamengambil zakat penduduk menunjukkan asasproaktif tersebut.
 Setelah masa Nabi SAW dan Abu Bakar, pelaksanaanpengelolaan zakat pada masaUmar bin Khattab pun tidak kalahmencengangkan. Masa pemerintahan Umar bin Khattab dinilaisebagai salah satu periode kesejahteraan umat Islam. Baitulmal yang ada sejak zaman Rasulullah SAW sernakin diperluasfungsinya dan diposisikan sebagai lembaga keuangan negaradan tempat mengumpulkan harta orang Islam.Baitul maal padamasaitu jugaberfungsisebagaipelaksana kebijakanfiskal negaraIslam dan hanya digunakan untuk kepentingan umum, bahkankhalifah sekalipun tidak boleh menggunakan dana tersebutuntuk kepentingan pribadi, Akmal Tarigan (2006) menyatakanbahwa zakat pada masa itu merupakan salah satu pendapatannegara yang luar biasa, selain juga terdapat pendapatan lainberupa usyr (bea impor), kharaj (biaya sewa tanah dan hutan,terutama tanah non muslim yang jatuh ke tangan umatIslam), dan jizyah (pajak nonmuslim untuk perlindunganmereka). Pendapatan negara ini dimanfaatkan untuk berbagaikepentingan penyelenggaranegara seperti untuk kesejahteraan
 ii> -- Standarisasi AmilZakat Di Indonesia
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5
 fakir miskin tanpa diskriminasi, pembayaran gaji pegawai,biaya operasional penyelenggaraan negara dan kegiatan sosiallainnya. Keadaan ini juga diteruskan oleh khalifah setelahnya,seperti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
 Beberapa teks al-Qur'an yang mengatur kedudukanzakat dalam Islam, hampir semua mengandung penegasan, diantaranya:1. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga sehingga kedudukannya
 merupakan pilar bangunan Islam yang sangat penting.2. Zakat merupakan salah satu bukti identitas keislaman
 seseorang dan pembayarnya berhak atas persaudaraandengan kaum muslimin.
 3. Terdapat dua puluh delapan persandingan antara kalimatshalat dan zakat di dalam al-Qur'an, hal ini menunjukkanadanya urgensi yang tinggi di dalamnya.
 4. Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW juga menguraikanadanya kecaman keras terhadap orang-orang yang tidakmenunaikan zakat. Ketentuan ini menjadi rujukan bagipara sahabat untuk memerangi orang-orang yang engganmembayar zakat.
 5. Imam Ibnu al-Atsir dalam kitabnya Jaami' al~Ushulmenyebutkan lebih dad seratus sepuluh hadits tentang zakat.Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW memberikanperhatian yang cukup besar terhadap pentingnya zakat.
 6. Zakat, pada dasarnya merupakan amal kebaikan yangjuga dianjurkan pada zaman sebelum Islam sebagaimanadijelaskan dalam kisah Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub:"Kami telah menjadikan mereka itu sebagaipemimpin~pemimpinyang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kamiwahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan,mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada
 Zakat Dalam Tinjauan Islam I BABI
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6
 Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki ketentuankhusus yang terdapat di dalamnya. Ia memiliki mekanisme, jenis,sasaran, dan waktu tertentu yang keseluruhannya dijelaskansecara detail dalam teks-teks Islam, baik yang bersumberpada al-Qur'an, Hadits, maupun hasil ijtihad para ulama.Dalam hal ini, konsep mendasar zakat akan diurai dari sudutpandang hukum Islam melalui penjelasan para ahli fikih dan
 B. Konsepsi Mendasar tentang Zakat dan Pengelolaannya
 Dari keenam penegasan tersebut, Islam meletakkan zakatpada posisinya yang sangat penting. Zakat merupakan ajaranyang bersifat mahdlah dan ghairu mahdlah. Sebagai ajaran Islamyang bersifat mahdlah, maka zakat dinilai sebagai ibadah wajibyang memiliki sistem, mekanisme, jenis, dan waktu tertentusebagaimana ibadah mahdlah lainnya. Sementara ghairumahdlah, zakat memiliki fungsi sosial berupa perlindungan bagisekelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaanhidup. Pada sisi inilah, zakat akan bersinggungan denganpersoalan-persoalan hukum, sosial, ekonorni, dan politik.
 kamilah mereka selalu menyembah." (QS al-Anbiya': 73).Demikian juga dianjurkan untuk Bani Israel: "Dan (ingatlah),ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlahkamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepadaibu bapa, kaum kerabat, anak,anak yatim, dan orang, orangmiskin, serta ucapkanlah kasa-kasa yang baik kepada manusia,dirikanlah shalar dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidakmemenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dankamu selalu berpaling." (Qs al-Baqarah: 83).
 Q -- Standarisasi Ami! Zakat DiIndonesia
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7
 juga dari sudut pandang hukum positif yang mengatur tentangpengelolaan zakat.
 Beberapa ulama fikih seperti Abdullah bin Jarillah dalamkitabnya Ahkam al~Zakat.> Zakariya bin Muhammad binAhmad bin Zakariya al-Anshari Abu Yahya dalam kitabnyaFathul Wahhab, Syamsuddin al-Syarbini dalam kitabnyaMughni al~Muhtaj, Muhammad bin Ali bin Muhammad alSyaukani dalam kitabnya Nailul Authar menjelaskan bahwasecara etimologis, zakat bermakna mensucikan, membersihkan,tumbuh, berkembang, dan bertambah.
 Sementara secara terminologis, terdapat beberapapengertian yang sepadan di antara ulama fikih. Syamsuddinal-Syarbani dalam kitabnya Mughni al~Muhtaj mendefinisikanzakat sebagai penyebutan tentang kadar harta yang wajibdibelanjakan (diberikan, disalurkan) kepada sekelompokorang (ashnaf) dengan ketentuan dan persyaratan yang telahditentukan pula. Abdullah bin Jarillah dalam kitabnya Ahkamol-Zauai rnendefinisikan zakat sebagai hak wajib yang terdapatdalam harta tertentu untuk diberikan kepada sekelompok orangpada waktu yang telah ditentukan. Zakariya bin Muhammadbin Ahmad bin Zakariya al-Anshari Abu Yahya dalam kitabnyaFathul Wahhab mendefinisikan zakat sebagai penyebutanterhadap sebagian harta atau jiwa yang harus dikeluarkan padakondisi tertentu. Sedangkan Muhammad al-Syaukani dalamkitabnya Nailul Authar mendefinisikan zakat dengan pemberiannishab (takaran harta) kepada fakir dan yang lainnya tanpa adakendala (penghalang) secara syar'i dalam pembelanjaannya(pemberian, penyaluran).
 Dari sekian definisi terminologis tersebut, terdapatkesetaraan pengertian dalam memaknai zakat. Paling tidak,terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk disebut
 Zakat Dalam Tinjauan Islam I BABI
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8
 zakat: 1) adanya pemberian; 2) harta benda (materi lainnya) j3) sekelompok orang sebagai penerima; 4) terdapat takaran(nishab); 5) waktu yang ditentukan.
 Dalam kehidupan sosial,pendapatan ekonomi masyarakattidaklah setara. Kesenjangan tersebut kerap menyebabkanterjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungansosial. Potensi konflik tersebut sangat besar ketika perbedaankedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebuthanya dipahami menurut sudut pandang duniawi sehinggaperlu alternatif pencegahan dan penanggulangannya.
 Hadits-hadits Rasulullah SAW yang memuat anjuranzakat cenderung bersifat "keras", bahkan beberapa diantaranyaberdimensi"paksaan."Ungkapan RasulullahSAWbahwa "tuutayang tidak dikeluarkan zakatnya akan mengalami kemusnahan,"atau "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggamereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah danbahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat danmembayar zakat," merupakan penegasan bahwa zakat memilikikedudukan yang sangat strategis bagi alternatif penyelesaianpersoalan sosial-ekonomimasyarakat.
 Kesadaran betapa pentingnya kedudukan zakat dalamIslamdan jugasejarah kemanusiaan tersebut juga dipahami olehsetiap masyarakat muslim di berbagai negara. Oleh karena itu,beberapa negara, baik yangmengidentifikasidin sebagainegaraIslam atau negara yang mayoritas muslim membuat peraturankhusus dalam bentuk undang-undang/qcruzn yang mengaturtentang zakat dan pengelolaannya.
 Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur tentangpengelolaanzakatbarumunculpada tahun 1999dengan lahirnyaUndang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang PengelolaanZakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor
 o-- Standarisasi Ami! Zakat Di Indonesia
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9
 'Se.sungguhn)'tJ zalmzakat )'411" hanyalahUlllUk orangorangfak»: orangorang miskin,pengurus-penguruszalm, pa701IIluilJafyang dlbu}rJchminya.uruuk (mem..-delrlJA:an)budak;w.w$~rangyangberhwong, unsuk Jalan_~/lah don orangorang)'ang sedangdolam ~'7a/anan..Jsbagai S£SUQtu
 ireretaparryangdfwa}.bA:anAlia},; danAllahMah.aMengeJahui lagi MahtJ
 ·'A.buBurdah menceruokan;bahwa RmuluJlah SAWm~ngvlus.AbuMusa danMu'ozBmJabalk" YOmmtguna mengajarorahg-orangdi sana '€!J.Lmt,gsoa-soalogom4 mernlca.RasrJ/u/Jahmenyuruhmereka.jonganmengombrl shodoqah/raA:at(1=11bum!) kecuals empar",acam tnt; lalah Hinthoh(gondIlJII).$ya '17 (sejentsgondum latn), Tamar(kurma)dan Zabib (anggllT kering) ".
 Hadits'Nebi Saw:
 "Hoi oyang-crang )'allgberiman, najA:ahA:anlah(d. Jolon Allah)sebahagian danhasilusahamu yang balk-ba.kdan sebahagian dart apayang Kom. ksluarA:andart bum. untuk kamu:Dan janganJah A:amumemilih yang burukburuk lalu A;amunaj/rnhktm daripadan),a.podQhaI A;amusendirindakmau mengambilnyome/mnkan denganmemicmgican maraterhDdaprrya.Danketaltuilah balrwa AllahMahtJKDyo lag! MahaTen?Uir, "(Q.S AI-
 Kereatuan danKategori:
 ZAKAT
 "Arnbillah zakat .dortsebagian hartamereka dengan zakasirukamumemh«nihlcan danm.msu('.A:an"..".d:a,dan mendo 'olah UlI/u)rmereka. sesunggJlltnytJdo'a kamu Uu(menjad!)itztenIuo1ntlnjiwobaK' merelra. /)q[JA..llahMoMMm.!.ck"garlogJ_~Mt.TI.K.tahu;-; (Q.S.Al-Taubaha, 103)
 Kewajiban mem.~tzakat:
 :7JaTl4m~anlol!.Wolpldolt tunaikanlah. 20KaI.Dan kebaikan apasojayangmmuusahakpnbag! dirimu, (lU'fIU kamuakonmendapatpohaioTt)'opadasi.s1Allah S~SIl'rgguhnyaAllahyaha Melthar apg-!!fX1yg:~gkam'l&.!:lokall. "(Q.S. AIBaqarahayal J 10)
 Kewajiban Zakat:
 Bagan Argumentasi Syar'i tentang Zakatdalam Islam
 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undangtersebut lahir setelah melalui proses kesejarahan yang cukuppanjang. Konteks pengelolaan zakat di Indonesia juga tidakdapat dilepaskan dati dimensi kesejarahan masyarakat muslimIndonesia sejak era kolonialisme.
 BAR IZakat Dalam Tinjauan Islam I
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 Dalam memperlakukan umat Islam,pemerintahan HindiaBelanda sangat dikenal dengan kebijakan politik etisnya.Menurut Taufik Abdullah (1983), kebijakan ini dipengaruhioleh C. Snouck Hurgronje sebagai penasihat resmi pemerintahdalam segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam.Snouck memberikan suatu pedoman umum yangmenyebutkanbahwa Islam pada dasarnya terbagi atas tiga wilayah, yaitu:1) keagamaan murni atau ibadat: 2) kemasyarakatan; dan 3)kenegaraan. Terhadap yang pertama, pemerintah, menurutnya,harus berlepas tangan atau tidak mencampurinya. Sedangkanterhadap yang kedua, jika memungkinkan, pemerintahhendaknya memberikan bantuannya, misalnya, dalam masalahhaji. Namun terhadap yang ketiga, pemerintah harus bersikapkeras dan tanpa kompromi.
 Terhadap urusan zakat yang notabene merupakan urusankeagamaan murni, pemerintah Belanda tercatat pernahmengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakantersebut sangat tampak memperlemah pelaksanaan ibadahzakat di dalam masyarakat. Menurut Ali Yafie (1997),pemerintah Belanda memang menghendaki agar potensi zakatterabaikan sehingga rakyat Indonesia yang mayoritas muslimtetap lemah kondisi ekonominya sekaligustetap rendah tingkatkesejahteraannya. Tampaknya, kebijakan irri dipengaruhi olehkenyataan bahwa sebagian dana zakat dipergunakan oleh umatIslam untuk membiayaipeperangan melawan Belanda.
 Sebelum masa penjajahan Belanda, pengelolaan zakatdi Nusantara masih menggunakan pola-pola tradisional.Abdullah (1991) mencatat bahwa pola ini dicirikan olehhubungan langsung antara pihak muzakki dan mustahik yangsepenuhnya bersifat lokal. Dalam pelaksanaannya di lapangan,pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk.Pertama, muzakki menyerahkan langsung zakatnya kepada
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 mustahik yang ditentukannya sendiri. Para mustahik tersebutpada umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatimyang berada di sekitar tempat tinggal muzakki. Penyerahanzakat untuk keperluan produktif atau untuk kawasan lain,kalaupun ada, sangat jarang terjadi. Kedua, dianggap sebagaimetode baru dari pola tradisional di mana muzakki membagibagikansemacamkupon kepadapara mustahik, lalumencairkankupon tersebut di tempat muzakki. Metode seperti ini bolehjadi sengaja dilakukan oleh sebagian orang kava untuk tujuanmemperoleh popularitas di tengah-tengah masyarakat.
 Tetapi kehadiran Belanda yang kemudian membentukjaringan birokrasi pemerintahan dari pusat hingga ke daerahdaerah, melahirkan pola baru dalam pengelolaan zakat, yaitupenyerahan zakat kepada para petugas keagamaan formal yangdiangkat pemerintah, seperti penghulu dan naib. Selain itu,banyak pula aparat pemerintahan, mulai dari bupati hinggakepala desa yang turut terlibat dalam pengumpulan dana zakatumat Islam.
 Dalam hal penyaluran dana zakat, praktik yang berjalandinilai oleh sebagian ahli hukum Islam tidak sepenuhnya sesuaidengan aturan yang digariskan oleh hukum Islam. Misalnya,zakat dianggap sebagai gaji pegawai masjid. Para pegawai inimenganggapbahwa hak atas zakat itu disebabkan oleh dua hal,pertama pengumpulan zakat dapat berjalan berkat kerja kerasmereka, dan kedua karena segenap waktu dan tenaga merekasenantiasa dicurahkan untuk pengabdian kepada Tuhan. Dibeberapa daerah lain, para pegawai, seperti bupati, wedana,dan kepala desa juga turut mengumpulkan zakat dan menerimasebagianhasil zakatmal dan zakat fitrah. Di Banten, penyaluranzakat fitrah sebagian besarnya diberikan kepada para kyai atauguru mengaji. Sedangkan di Jawa Timur, seperti terdapat polapola khusus pembagian zakat, yakni zakat mal berada di bawah
 BABIZakat Dalam Tinjauan Islam I

Page 18
                        

12
 kekuasaan kyai dan ulama, sementara zakat fitrah diserahkankepada para petugas agamadi desa, seperti khatib, tukang adzan(mu'adzin), dan imam masjid.
 Pada perkembangan selanjutnya, fenomena keterlibatanaparat pemerintahan dalam pengumpulan zakat sepertinyakurang disenangi oleh pemerintah Belanda. Mohammad DaudAli (1988) menyatakan bahwa disebabkan oleh fenomenatersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakannyayang pertama mengenai zakat berupa Bijblaad Nomor 1892tahun 1866 yang isinya melarang para petugas keagamaan,seperti penghulu, naib dan yang lainnya untuk turut campurdalam pengumpulan zakat dengan alasan untuk menghindaripenyelewengan dana zakat. Kebijakan tersebut sangatdisayangkan oleh para aparat pemerintahan karena dianggapmemusnahkan sebagian pendapatan mereka, sementarapekerjaan mereka sebagaipelaksanaan administrasi pemerintahBelanda tidak memperoleh gaji atau tunjangan apapun daripemerintah.
 Implikasi dari kebijakan ini ternyata menimbulkanperubahan sosial, khususnya daLam hal menunaikan zakat.Masyarakat tidak Iagimemberikan zakatnya kepada penghuluatau naib, melainkan kepada ahli agama yang lebih dihorrnati,seperti kyai atau guru dengan harapan mendapatkan syafaatdan barakah. Di sisi lain, kebijakan ini berpengaruh padakeengganan sebagian umat Islam di beberapa tempat untukmengeluarkan zakatnya.
 Lalu, pada tanggal 28 Pebruari 1905 pemerintah Belandakembalimengeluarkan kebijakan tentang zakat berupa Bijblaad6200 yang secara khusus melarang petugas pribumi (priyayidanyang setingkat dengannya) untuk mengintervensi pengelolaanzakat. Heru Susetyo (2008) menulis bahwa kebijakanpemerintah Hindia Belanda tersebut disinyalir sebagai upaya
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Page 19
                        

13
 untuk membatasi dan membedakan antara urusan negaradengan urusan masyarakat muslim dalam bidang keagamaan.Implikasinya sangat memprihatinkan.Potensi penggalangandana zakat umat semakin lemah dan pengelolaan zakatsepenuhnya kembali bersifat tradisional dalam pengertian tidakmelibatkan amillagi.
 Pada masa pendudukan [epang, terjadi perubahanmekanisme pengelolaan zakat jika dibanding pada masapenjajahan Belanda yang mengalami penurunan. H.]. Benda(1958) menyatakan bahwa pengelolaan zakat pada masapendudukan Jepang dilakukan melalui institusi MajelisIslam A'la Indonesia (MIAI), suatu federasi partai politikdan organisasi massa Islam. Lembaga ini mengambil inisiatifmembentuk Baitul Mal Pusat untuk mengorganisasikandana zakat secara terkoordinasi. Awalnya, MIAI mernilikitiga proyek yang berkaitan dengan umat Islam, yaitu:pembentukan Baitul Mal sebagai sarana pengorganisasianpengelolaan zakat, pembangunan sebuah Masjid Agung danpend irian universitas Islam. Pembentukan Baitul Mal sendiridapat direalisasikan, sedangkan dua proyek lainnya, yaitupembangunan sebuah Masjid Agung dan pendirian universitasIslam gagal direalisasikan. Baitul Mal Pusat berhasil didirikanpada bulan [uni 1943 yang dikepalai oleh Ketua MIA! sendiri,Windoamiseno dengan anggota komite berjumlah 5 orang,yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh.Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto.Publikasi besar-besaran yang dilakukan pengurusnya dalamjurnal federasi itu rupanya mampu membangkitkan antusiasmeyang cukup besar dari masyarakat. Pada bulan itu juga paradelegasi MIAI melakukan perjalanan ke [awa Tengah danTimur untuk berdiskusi dengan para pimpinan agama danpejabat pemerintahan tentang pendirian Baitul Mal di daerah
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 mereka masing-masing. Upaya itu tidak sia-sia.Dalam jangkawaktu beberapa bulan saja, Baitul Mal berhasil didirikan di 35kabupaten dad 67 kabupaten yang ada di ]awa pada saat itu.
 Tetapi, lagi-lagi upaya MIAI yang sangat progresif itu punakhirnya terpaksa kandas di tengah jalan. Penguasa ]epangmulai khawatir jika proyek penggalangan zakat melalui BaitulMal ini berhasil, proyek itu nanti bukan saja akan menghimpundana besar bagi umat Islam yang saat itu mulai tidak pro' [epang,tetapi juga akan memotong jalur pengawasan terhadap ulama.Pada akhirnya, MIAI dibubarkan [epang pad a 24 Oktober1943. Sejak saat itu pula, agenda optimalisasi pengelolaan zakatkembali terabaikan (Budiman, 2005).
 Terbentuknya Kernenterian Agama (sebelumnya bernamaDepartemen Agama) pada masa kemerdekaan, yang diberikewenangan secara khusus untuk mengurus dan memberikanpelayanan bagi masyarakat dalam bidang keagamaanmemberikan angin segar bagi umat Islam untuk melanjutkanupaya-upaya pengelolaan zakat secara lebih terorganisir.Awalnya, upaya tersebut juga mengalami banyak kendala.Berbagi upaya legislasi pengelolaan zakat pun tidak pernahberhasil dilakukan. Barulah pada tahun 1999, pemerintahIndonesia dan DPR menyetujui lahirnya Undang-UndangNomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
 Meskipun lahirnya Undang-Undang tersebut cukupdisambut gembira, sayangnya, banyak pihak menilai UUitu memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif dalampelaksanaannya dan perlu direvisi. Pada akhirnya, UU tersebutdiganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat.
 Dalam Undang-Undang Nomor 23/2011 ini, clefinisizakat memiliki unsur yang sedikit berbeda dengan definisizakat sebagaimana diuraikan oleh beberapa ulama fikih yang
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 telah disebutkan di atas. Dalam Undang-Undang ini, zakatdidefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorangmuslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhakmenerimanya sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan definisitersebut terlihat pada pencantuman kalimat "badan usaha",serta di sisi lain tidak terdapat ketentuan yang mengaturmengenai "waktu-waktu tertentu" dalam penunaiannya.
 Tampaknya, para perancang Undang-Undang tersebutsengaja memberikan perluasan definisi dan juga kelonggarandalam beberapa ketentuannya dengan harapan agar jangkauanzakat pun dapat merambah pada wilayahyang luas, dilakukansecara lebih leluasa, dan dapat memperoleh manfaat yanglebih maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbanganbahwa kondisi kehidupan masyarakat saat ini mengalamiperkembangan yang sangat signifikan dibanding dengankehidupan masyarakat awal Islam, atau juga masyarakat Islamdi beberapa negara masa-masa terakhir.
 Di samping itu, Undang-Undang tersebut lebihmenekankan aspek pengelolaan zakat. Dalam Undang-UndangNomor 23/2011, pengelolaan zakat didefinisikan sebagaikegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalampengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. DefinisiPengelolaan Zakat tersebut dengan sengaja ingin menekankanpada pentingnya untuk menjawab pertanyaan mendasarperlunyaUndang-Undang PengelolaanZakat, yaitu: bagaimanamemaksimalkan potensi dana selain pajak yang ada pada umatIslam untuk dipergunakan sebagai alternatif pemberdayaanmasyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
 Dengan menekankan pada sisi pengelolaan zakat, makayang menjadi fokus Undang-Undang Pengelolaan Zakatini adalah, bagaimana peran lembaga pengelola zakat sertakriteria apa yang harus dipenuhi. Tata kelola yang profesional
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 serta kapasitas pengetahuan keagamaan para pengelola zakatmerupakan prinsip-prinsip yang tidak dapat dihindari. Denganpengertian lain, juga merujuk pada sejarah panjang pengelolaanzakat baik pada masa awal Islam maupun di Indonesia, UndangUndang ini memberi amanat untuk melakukan transformasifungsi arnil, yaitu dati perorangan menjadi pengelolaan zakatsecara kelembagaan.
 Lembaga pengelola zakat harus memiliki jiwa"entrepreneurship" untuk mengembangkan potensi zakat yangdikelolanya, memberikan pencerahan kepada para muzakki,dan amil memiliki kapasisas mengembangkan harta zakat untukdikelola dengan car a yang tidak menyimpang dari ajaran Islammaupun juga Undang-Undang.
 Lembaga pengelola zakat juga diberi kewenangan untukmcneliti dan rnencermati kategori delapan kelompok (ashnaf)yang telah ditentukan oleh Syariat Islam (fakir, miskin, muallaf,amil, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, orang-orangyang sedang dalam perjalanan, dan orang-orang yang berjuangdi jalan Allah SWT). Kedelapan ashnaf ini perlu diformulasikandengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagilembaga pengelola zakat, muzakki, dan mustahik itu sendiri.
 Lembaga pengelola zakat juga didorong mampu mengatasikcndala-kendala yang muncul pada proses pengelolaan zakat,seperti: 1) ketidakpahaman umat secara utuh segi kewajibandan pentingnya membayar zakat; 2) ketidakpahamanumat mengenai konsekuensi (agama dan sosial) jika tidakmenunaikan zakat; 3) kurangnya memberikan penerangandan pemahaman mengenai pentingnya zakat kepada publik; 4)kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat,khususnya dalam proses pengumpulan dan pendistribusian(pendayagunaan); 5) masih banyaknya masyarakat yang lebihsuka mendistribusikan zakatnya secara sendiri-sendiri; dan 6)
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 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam Islam,pad a harta yang dimiliki seseorang terdapat hak Allah dan jugahak sesama manusia. Para pemikir Islam, baik klasik maupunkontemporer telah menjelaskan bahwa zakat zakat merupakanibadah yang berdimensi vertikal dan dimensi horizontal. Padamasa kejayaan Islam, khususnya pada masa khalifah Umarbin Abdul Aziz, zakat pernah mengangkat kemuliaan kaummuslimin dengan mengentaskan kemiskinan sehingga tidakditemukan seorang pun yang mau menerima zakat.
 c. Merespon Isu-isu Kontemporer Zakat
 masih terdapatnya pemahaman umat bahwa perhitungan zakatdianggap sangat rumit.
 Oleh sebab itu, kesuksesan lembaga pengelola zakat jugaditentukan beberapa hal sebagai berikut, di antaranya: 1)memiliki kriteria sebagai pengelola sebagaimana yang dianjurkanoleh ajaran Islam, seperti harus muslim, jujur, terampil dalambekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup; 2) beranimemperluas ijtihad terhadap perkembangan jenis harta dalamkonteks perkembangan kehidupan masvarakat; 3) terbukaterhadap pendapat para ulama dan menghindari taklid buta,4) tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan umat bahwapengelolaan zakat oleh pemerintah atau lembaga lain yanglegal memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemberdayaanrnasyarakat.
 Dengan pengertian lain, lembaga pengelola zakat diberiamanah Undang-Undang untuk menjadi lembaga yangprofesional, yaitu suatu lembaga pengelola zakat yang memiliki:kompetensi, totalitas dalam bekerja, mendapatkan payment(upah), selalu ingin belajar, kesadaran bahwa seluruh perilakudan tindakannya memiliki tanggung jawab sosial dan agama.
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 Dalam perkembangannya, cakupan zakat mengalamiperluasan bukan hanya pada definisi yang diungkapkanmelainkan juga pada bentuk dan jenis harta (kekayaan) yangada. Pada masa awal-awal Islam, kegiatan niaga dan transaksikeuangan yang menguntungkan seperti surat saham dan bursaefek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, rumahdan kendaraan yang disewakan, mesin-mesin pabrik, danpendapatan berdasarkan profesi belumlah dikenal. Meskipunal-Qur'an dan al-Sunnah menyebutkan harta yang wajibdikeluarkan zakatnya secara rinci seperti hewan ternak (unta,sapi, dan kambing/domba), emas-perak, harta perdagangan,hasil pertanian, barang tambang dan rikaz, tetapi di sisi lain alQur'an dan Sunnah juga hanya menyebutkan jenis harta secaraglobal, misalnya hanya menyebut dengan kata-kata amwal(segala bentuk harta-benda) atau rna kasaba (segala hasil usahaatau pendapatan yang halal).
 Dimensi umum (global) dari bentuk harta benda inimemberikan peluang kepada para ahli fikih, khususnya ahlifikih kontemporer untuk mengembangkan variasi jenis hartayang wajib dikeluarkan zakatnya kepada jenis-jenis yang belumditemukan pada masa Rasulullah SAW, seperti deposito,saham, obligasi, jasa konsultan, industri, pendapatan profesi,dan sebagainya. Pengembangan harta yang wajib dizakati tentusaja berimplikasi pada pengembangan kategori muzakki sertabagaimana cara pengelolaannya.
 Wacana yang tengah hangat dalam dunia zakat selamabeberapa dekade terakhir ini adalah diperkenalkannya istilahzakat profesi. Sebagian masyarakat masih mempertanyakanlegalitas zakat profesi tersebut yang dianggap tidak terdapatdalam teks-teks ajaran Islam atau juga literatur fikih klasik.
 Munculnya perbedaan pendapat di kalangan masyarakatmengenai zakat profesi dan juga zakat terhadap bentuk harra-
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 benda dalam kategori masyarakat modern saat ini, palingtidak dapat ditelusun dari beberapa hal berikut, di antaranya:pertarna, perbedaan pandangan mengenai dimensi zakat,apakah ia sernata-mata masuk dalam dimensi ibadah ataumu'amalah. [ika zakat masuk dalam dimensi ibadah, tidak bolehada perluasan nalar di dalamnya. Tetapi jika ia masuk dalamdimensi mu' arnalah (interaksi sosial sehari- hari), ia dapat diberiperluasan pemikiran berdasarkan ijtihad yang dilakukan.
 Kedua, dari segi pensnwa kesejarahan, sebagianberpendapat bahwa zakat profesi tidak memiliki akar sejarahyang kuat pada zaman Rasulullah SAW atau sahabat. Tetapisebagian kalangan berpendapat bahwa perkembangan dimensiekonomi saat ini sangat luas dan hal tersebut membutuhkanpemikiran untuk memasukkannya ke dalam jenis harta bendasebagaimana makna implisit yang ditegaskan oleh Allah SWTmengenai dimensi umum dari al~amwal (segala bentuk hartabend a) dan rna kasaba (jenis pendapatan yang dihasilkan/diperoleh) .
 Ketiga, khusus bagi pemikir Islam kontemporer memilikiperluasansudut pandangmengenaijenis profesi yang berkembangsaat ini dan hal tersebut patut dimasukkan dalam ranah kajianIslam berlandaskan asas keadilan dan kemanfaatan untukkemaslahatan umum. Bagi ulama kontemporer yang menelisikwajibnya zakat profesi lebih mendasarkan pada perubahanfenomena sosial di masyarakat, sedangkan aturan dasar zakatnyaadalah tetap. Pada dasarnya, yang wajib mengeluarkan zakatadalah mereka yang kava dan telah memiliki kecukupan. Tetapikarena kriteria orang kava selalu berubah dan berkembang padasetiap zaman dan konteks, penentuannya pun dapat berubahdan berkembang sesuai dengan perubahan fenomena sosialnya.
 Mengingat perubahan dan perkembangan fenomena sosialmasyarakat, paradigma mengenai zakat pun perlu mengalami
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 perubahan. Menurut Suciaty (200B), perubahan paradigmalamake arah paradigmabaru tentang zakat perlu diorientasikan pada:1. Pandangan yangmenyatakan bahwa zakat bersifat sukarela
 dan belas kasihan orang kava terhadap fakir miskin diubahkearah perspektif yangmemposisikan zakat sebagaiperintahAllah, hukurnnya dan rnernilikikemanfaatan sosialekonomi.
 2. Zakat dibayarkan setelah satu tahun, menjadi zakatdibayarkan tidak mesti satu tahun tetapi dapat dicicil setiapbulan (sistemkredit).
 3. Pendistribusian zakat yang selama ini lebih dominan untukkelompok tertentu (tokoh agama, tokoh masyarakat) perludiarahkan kepada ashnaf yang memiliki skala prioritastertinggi.
 4. Penyaluran zakat secara langsung (direct zakat) kepadaorang per orang, menjadi penyaluran zakat melalui lembagapengelola zakat yang dilegalisasioleh pemerintah.
 5. Penyaluran zakat secara konsumtif diprioritaskan untukmenutupi kebutuhan ashnaf yang sangat mendesak.
 6. Pendayagunaan zakat perlu dilakukan untuk produktifitasekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan manfaatjangka panjang.
 7. Menjadikan zakat sebagai sarana pemberdayaan masyarakatuntuk membentuk masyarakat yang mandiri dan mampukeluar dari kemiskinan.
 B. Jenis dan kategori harta benda dikembangkan dalam bentukdan jenis harta benda menurut perkembangan masyarakat.
 9. Menanamkan keyakinan bahwa zakat tidak akan mengurangikekayaan muzakki, melainkan justru menambah danmemberkahi kekayaannya.
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 Yusuf al-Qardawi melihat bahwa perkembangan kegiatanekonomi masyarakat terjadi cukup signifikan, terlebih jikadibanding dengan kegiatan ekonomi pada zaman RasulullahSAW dan para sahabat. Saat itu kegiatan ekonomi masyarakatyang menghasilkan masih terbatas seputar pada perdagangan,pertanian dan peternakan. Sementara sekarang, selain kegiatanekonomi masyarakat sernakin berkembang, profesi petani ataupeternak belum tentu sebanding dengan penghasilan profesilain yang lebih mutakhir. Tidak sedikit dari profesi masyarakatmuslim zaman ini yang dari segi pekerjaannya tidak terlalumenguras energi fisik dan modal yang besar tetapi menghasilkanpendapatan yang melimpah. [ika keadaan seperti dibiarkan dantidak dijangkau melalui mekanisme hukum Islam yang tepat,tentu saja sangat disayangkan.
 Dalam konteks inilah, beberapa ulama kontemporermenyepakati kewajiban zakat profesi. Apa yang dimaksuddengan zakat profesi adalah zakat yang dipungut dari pekerjaanprofesional, yakni pekerjaan yang berdasarkan keahlian,ketrampilan atau kecakapan tertentu. Menurut Yusuf alQardawi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam.Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpatergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupunotak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakanpenghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter,insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain,lainnya. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buatpihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangandengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan,otak, ataupun kedua-duanya.
 Yusuf al-Qardawi juga mengemukakan bahwa penerapanzakat profesi telah sejak lama berlangsung dalam pemerintahanIslam sebagaimana pernah terjadi pada masa Ibnu Abbas,
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 Ibnu Mas'ud, Muawiyah, serta Umar bin Abdul Aziz yangmemberlakukan pemotongan gaji para pegawai pemerintahan.Di Indonesia sendiri, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkanfatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Keputusan Nomor 3tahun 2003. Majelis Ulama Indonesia melihat adanya asaskeadilan Islam dalam kewajiban zakat profesi. Tentu tidak adilapabila seorang petani yang bekerja sangat keras untuk panenharus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5 - 10% sementarakaum profesional yang memiliki penghasilan lebih besar daripetani tersebut tidak dikenai zakat.
 Selain zakat profesi,pendayagunaan secara produktif jugamenjadi perbincangan mengingat bahwa program-programpenanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Sikapmental dan budaya miskin masih melekat disebagian masyarakat,sementara zakat sebagai sumber dana yang merniliki potensipenanggulangan kemiskinan belum didayagunakan denganmaksimal. Sebagian kelompok kava lebih suka menyalurkanzakat secara konsumtif dan sesaat, sehingga distribusi yangdilakukan dengan cara-cara demikian tidak memiliki dampakyang signifikan untuk membantu masyarakat yang mengalamikesulitan ekonomi.
 Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintahmenetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satupnontas pembangunan. Prioritas pada penanggulangankemiskinan dilanjutkan oleh KIB II.Dalam meningkatkan upayapenanggulangan kerniskinan, Presiden mengeluarkan PerpresNo. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan. Tujuan dikeluarkannya perpres tersebut adalahuntuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presidenuntuk menurunkan angka kemiskinan hingga 8 - 10% padaakhir tahun 2014. Bahkan, Kabinet Indonesia Bersatu IItelah membuat program penanggulangan kemiskinan secara
 ~ -- Standarisasi Ami! Zakat Di Indonesia
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 NO KLASTER KLASTER KLASTERI U m
 1 Program 1. Program Nasional Pemberdayaan 1. KreditKeluarga Masyarakat (pNPM) UsahaHarapan - PNPM Mandiri Perdesaan Rakyat(PKH) - PNPM Perdesaan R2PN (KUR)
 2 Bantuan (Rehabilitasi dan Rek:onstruksi 2. KreditOperasional Pulau Nias) UsahaSekelah - PNPM Mandiri Agribisnis/SADI Bersama(BOS) (Smallholder Agribusiness (RUBE)
 3 Program Development Initiative)Bantuan - PNPM Generasi Sehat DanSiswa CerdasMiskin - PNPMLingkungan Mandiri(BSM) Perdesaan (PNPM-LMP)
 4 Program - Program Pengembangan SistemJaminan Pembangunan PartisipatifKesehatan (P2SPP)Masyarakat - PNPM Mandiri Respek (Reneana(JAMKESM Strategis PengembanganAS) kampung) Bagi Masyarakat Papua
 5 Program - PNPM Mandiri PerkotaanBeras Untuk - PNPM Mandiri InfrastruktmKe1uarga PerdesaanMiskin - Pengembanganlnfrastruktm(RASKIN) Sosial Ekonomi Wilayah
 (pISEW)- Program PenyediaanAir MinumBerbasis Masyarakat(pAMSIMAS)
 - PNPM-Mandiri DaerahTertinggal Dan
 Bagan Program Penanggulangan Kemiskinan
 gamblang, tetapi ditengarai masih sulit untuk menanggulangikemiskinan secara signifikan.
 Zakat Dalam Tinjauan Islam I BAB I
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 Program penanggulangan kemiskinan tersebutmengandalkan anggaran negara. Padahal, di sektor masyarakat,terdapat sumber dana yang sangat besar dan diyakini memilikipotensi untuk dikembangkan bagi penanggulangan kemiskinan.Oleh sebab itulah, tantangan pengelolaan zakat pada masa kiniadalah bagaimana merumuskan desain pendayagunaan zakatsecara lebih produktif untuk pemberdayaan masyarakat.
 Maka dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat akan memberikanpeluang pendayagunaan zakat untuk mendesain program,program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat denganmengoptimalkan peran lembaga pengelola zakat, baik yangdibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk olehmasyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara masyarakat,pemerintah, dan kelompok lain merupakan suatu kebutuhanuntuk membentuk suatu kehidupan masyarakat yang lebihbaik dan bermartabat. Inilah angan-angan yang berusahadiwujudkan oleh Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.
 KhususfPercepatan PembangunanDaerah Tertinggal Dan Khusus(P2DTK)
 - PNPM MandiriKelautan DanPerikanann (pNPM Mandiri-KP)
 - PNPM-Mandiri. Pariwisata- PNPM-Mandiri Perumahan danPerrnukiman (pNPM-MandiriPerkim)
 2. Program Perluasan DanPengembangan KesempatanKerja/Padat Karya Produktif
 ~ -- Standarisasi Amil Zakat D1Indonesia
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 Tahun 1999 dapat dianggap sebagai waktubersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya warganegara muslim di mana pada tahun itulah negara
 ini menerbitkan suatu peraturan hukum yang khusus mengaturtentang pengelolaan zakat. Meskipun ditilik dari sejarahperjalanan bangsa ini, dinamika keinginan untuk menelurkanperaturan hukum tentang zakat sudah dimulai sejak lama.Pada tahun 1960,an, Rancangan Undang-Undang tentangzakat sudah coba diajukan tetapi 'ditolak' dengan alasan bahwaundang-undang yang khusus mengatur tentang zakat tidakdiperlukan tetapi cukup diatur melalui Peraturan MenteriAgama.
 Pada akhirnya, keluarlah Peraturan Menteri Agama(PMA) Nomor 4 Tahun 1968 tertanggal 15 Juli1968 tentangPembentukan Badan Amil Zakat pada tingkat Desa danKecamatan di seluruh Indonesia. Di antara poin di dalamPeraturan Menteri Agama tersebut adalah terdapatnya
 A. Dari UU Nomor 38/1999 ke UU Nomor 23/2011
 ZAKAT DALAM TINJAUANUNDANG-UNDANG
 BAB II
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 ketentuan bahwa pengurus Badan Amil Zakat terdiri dariaparatur pemerintah. Sayangnya,PMA tersebut tidak berumurpanjang karena tidak lama setelah itu, muncul instruksi MenteriAgama Nomor 1 Tahun 1969 yang menetapkan penundaanpelaksanaan PMA Nomor 4 Tahun 1968 tentang PembentukanBadan Amil Zakat di atas hingga batas waktu yang tidakditentukan.
 Penundaan tersebut, disinyalir, dipengaruhi olehpernyataan Presiden Soeharto yang bersedia dan siap dirimengurus pengumpulan zakat. Bahkan, Soeharto kemudianmengeluarkan Surat (Edaran) No B.133/Pres/l1/1968 yangdialamatkan kepada seluruh instansi/pejabat terkait untukmembantu merealisasikan pengumpulan zakat. Meskipunpelaksanaan peraturan itu ditunda, hal tersebut tidakmenghalangi munculnya berbagai badan pengelola zakat diIndonesia. Salah satu badan yang populer adalah YayasanAmalBhakti Muslim Pancasila yang dibentuk oleh Soeharto padatahun 1982dengan salah satu fungsinyaadalah memaksimalkanpengelolaan zakat di Indonesia.
 Terlepasdari dinamika kesejarahannya, lahirnya UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakattersebut perlu mendapat apresiasiyang semestinya.Hal tersebutbukan hanya menandai adanya political will dari pemerintahuntuk meneruskan keinginan umat Islam, melainkan jugamenandai adanya kejelian pemerintah dalam melihat potensiyang luar biasa dalam zakat itu sendiri.
 Potensi tersebut terdapat pada spirit yang dibangunzakat, yaitu sebagai pendorong pemberdayaan masyarakat,baik secara ekonomi maupun sosia1. Secara ekonomi, baikmuzakki (pihak yang menunaikan zakat) dan mustahik(pihakyang menerima zakat) sama-sama mendapat keuntungan danmanfaat. Bagi muzakki, selain telah menunjukkan komitmen
 & -- Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia
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 keberimanannya melalui penunaian zakat sebagai ajaran Islamyang prinsipil, zakat juga akan membantu upaya pemberdayaanekonomi masyarakat. Bagi mustahik, zakar yang ia terima dapatmendorongnya hidup secara mandiri dan layak. Sedangkansecara sosial, karena kepedulian yang ditampilkannya, muzakkiakan memperoleh prestise tertentu serta dimuliakan olehlingkungan sekitarnya. Di sisi lain, mustahik dapat hidup secarasetara dengan kelompok sosiallainnya.
 Potensi besar secara ekonomi dan sosial turut mendoronglahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentangPengelolaan Zakat. Undang-Undang ini terdiri dari 10 babdan 25 pasal yang secara umum menguraikan ketentuanketentuan mengenai cara-cara pengelolaan zakat, pihak yangdiberi wewenang untuk mengelolanya hingga pemberian sanksibagi pihak-pihak yang menvelewengkannva. Menilik bagianmenimbang Undang-Undang ini, terdapat beberapa alasanyang sangat mendasar mengapa peraturan hukum tentangpengelolaan zakat itu perlu dibuat. Pertama, zakat merupakansumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkankesejahteraan masyarakat. Kedua, zakat merupakan pranatakeagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatIndonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurangmampu.
 Penyebutan kata "pengelolaan" dalam judul UndangUndang ini memiliki makna sebagai suatu skema konseptualyang tidak sederhana. Istilah itu mengarah pada lokus prosespemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada untuk mencapaitujuan zakat. Lokus itu kemudian dirumuskan dalam UndangUndang ini dengan mendefinisikan Pengelolaan Zakat sebagaikegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadappengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
 Di sisi lain, upaya pengelolaan itu merniliki tujuan agar
 BABIIZakat DalamTinjauan Undang-undang I
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 potensi zakat yang luar-biasa ini dapat dilakukan secaraoptimal. Hasil penelitan Center forthe Study of Religion andCulture (CSRC) UIN SyarifHidayatullah Jakarta bersama TheFord Foundation (2006), perkiraan dana Zakat, Infak, Shadaqahmencapai sekitar 19,3 triliun rupiah pertahun. Sementaramenurut Habib Ahmed (2010) memperkirakan potensi zakat,infak, dan shadaqah mencapai sekitar 100 triliun. Sayangnya,potensi tersebut belum didayagunakan secara optimalsehingga upaya pemberdayaan masyarakat melalui zakat punbelum terlaksana dengan memadai. Maka dengan adanyapotensi tersebut, pemerintah dengan dorongan masyarakat,menerbitkan suatu peraturan baru berupa undang-undang yangsecarakhususmengatur tentang pengelolaan zakatdi Indonesia.
 Sebagai suatu peraturan perundang-undangan, UndangUndang ini dilengkapi pula dengan beberapa peraturan lainyang memperjelas keterlaksanaannya, antara lain, KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentangBadan Amil Zakat Nasional dan Keputusan Menteri AgamaRepublikIndonesiaNomor581Tahun 1999tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang PengelolaanZakat. Karena menitikberatkan pada pengelolaan sebagailokus, salah satu sektor yang dibidik oleh Undang-Undang iniadalah ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan badanatau lembaga pengelola zakat, yang di dalam Undang-Undangini disebut dengan Badan Ami! Zakat.
 Undang-Undang ini memberi kewenangan kepadapemerintah untuk membentuk Badan Amil Zakat. Merujukpada kenyataan sejarah di masa awal Islam, pemungutanzakat selalu dilakukan atas dasar perintah pemimpin Islam.Pemerintah (penguasa, sultan, imam negara) bertindak sebagaiamil atau dapat membentuk badan ami! zakat (amalah) yangbertugas mengelola zakat untuk kepentingan masyarakat.
 ~ -- Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia
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 Pentingnya kewenangan pengelolaan zakat ini dipegang olehpemerintah, Yusuf al-Qardhawi (1994) memberi beberapaalasan sebagai berikut:
 Pertama, sifat egoistis serta kecintaan kepada dunia,menyebabkan hati nurani mengeras. Oleh sebab itu, bilamenggantungkan hak kaum muslimin kepada orang yangberwatak seperti itu, kesejahteraan mereka tidak akan terjamin.
 Kedua, kehormatan dan martabat kaum miskin tetapterpelihara jika mengambil haknya dari pemerintah, bukan dariorang kava, karena akan terhindar dari perkataan menyakitkanyang mungkin diucapkan oleh pemberi.
 Ke tiga , pendistribusian zakat akan kacau apabiladiserahkan kepada perorangan sebab, dalam hal ini, bisa sajaterjadi beberapa orang kava memberikan zakatnya kepada salahseorang fakir miskin, serta mengabaikan lainnva yang mungkinlebih membutuhkan.
 Keempat, pendistribusian zakat tidak merata di kalanganmustahik sebab ada pihak lain-selain orang miskin-yang berhakmenerima zakat demi kemaslahatan umum, seperti muallaj,mereka yang mempersiapkan kekuatan untuk berjihad di jalanAllah SWT, dan mereka yang melengkapi kebutuhan da'i untukmenyebarkan risalah Islam.
 Kelima, Zakat dapat menjadi salah satu sumber danapenting yang dapat digunakan negara untuk menjalankanberbagai fungsinya.
 Dengan demikian, dapat dimaklumi, Undang-Undangini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk bertindaksebagai pihak pemberi "restu" sekaligus pengawas, pembimbing,dan penerima laporan pengelolaan zakat. Bahkan komposisipengurus Badan Amil Zakat yang juga terdiri dari unsurpemerintah, turut menegaskan bahwa pengelolaan zakat
 Zakat Dalam Tinjauan Undang-undang I BABII
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 menjadi bagian dari kewenangan pemerintah.Awalnya, upaya pembentukan Undang-Undang rru
 menyulut perdebatan yang cukup sengit. Sebagian berpendapatbahwa pengelolaan zakat sangat diperlukan dengan alasanuntuk mernpositifkan (positivering) ketentuan normatif dalamajaran Islam. Sebagian lagi berpendapat bahwa tidak perlu adaundang-undang khusus yang mengatur tentang pengelolaanzakat karen a hal ini terkait dengan keimanan yang tidakmembutuhkan campur tangan pemerintah serta dengan alasanbahwa Indonesia bukanlah negara Islam.
 Perdebatan itupun mereda ketika perspektif UndangUndang tersebut yang hendak mewujudkan pengentasankemiskinan melalui pengelolaan zakat dapat dipahami bersama.Sehingga, pada akhimya, norma yang diatur kemudian lebihmenonjolkan aspek pengelolaan zakat yang penyelenggaraannyadilaksanakan oleh suatu bad an atau lembaga.
 Sejak kelahirannya, undang-undang ini segera merebutperhatian berbagai lapisan masyarakat. Antusiasme tersebuttampak dari serangkaian penelitian dan kajian imiah yangdilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk skripsi, tesis,disertasi, atau buku dan jurnal berbasis riset. Seberapa besardorongan keinginan memiliki undang-undang ini, sebesar itupula partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaannyadengan mengkaji substansinya sekaligus membandingkannyadengan kajian lapangan. Mengingat Undang-Undang inirnemiliki fokus dan prioritas pengaturan pada pengelolaan zakatmelalui bad an atau lembaga, berbagai hasil kajian pun lebihbanyak melihatnya dati segi efektifitas pelaksanaannya dilihatdari tata kelola lembaga pengelola zakat di beberapa wilayah.
 Beberapa penelitian menunjukkan rendahnyakecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat melaluibadan atau lembaga pengelola zakat. Bariyah (2010), di
 ~ -- Standarisasi Ami] ZakatDi Indonesia
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 dalam disertasinya menjelaskan bahwa masyarakat lebih sukamenyalurkan zakatnya secara langsung (44%) atau kepadapamtia sekitar masjid (36%), ketimbang memberikannyamelalui Badan Amil Zakat (6,67%), Lembaga Arnil Zakat(8,8%), atau organisasi lainnya (5%). Tak jauh berbedadengan itu, penelitian yang dilakukan oleh CRSC UIN SyarifHidayatullah Jakarta (2010) juga mengungkapkan bahwakecenderungan masyarakat memberikan zakat melalui masjid(68%) atau langsung kepada penerima (59%) jauh lebih besardad pada yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat, Infak, danShadaqah (4,5%), Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah(0,6%), atau melalui Baitul Mal waTamwil (0,2%).
 Kenyataan bahwa besamya kecenderungan masyarakatmenunaikan zakatnya secara langsung atau melalui pengurusmasjid boleh jadi disebabkan oleh minimnya informasi yangditerima masyarakat mengenai aspek pengelolaan terkait kinerjabad an dan lembaga pengelola zakat, juga terdapat kekhawatiranbahwa zakat mereka tidak sampai ke tang an yang berhak, danselain itu, diperolehnya kepuasan tersendiri oleh muzakki padasaat menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik.
 Ketika Undang-Undang Pengelolaan Zakat lahir,sederet pertanyaan baru muncul. Apakah penyaluran zakatmelalui badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk olehpemerintah ini bersifat wajib? Juga, apakah para muzakki yangmenyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik akandipandang melanggar undang-undang? Permasalahannyaadalah, dalam konteks ini, undang-undang tidak mengatursecara tegas. Pada Bab III pasa16 ayat (1) UU Nomor 38/1999ini disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badanamil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Ketentuan tersebutmasih menyisakan pertanyaan, apakah pengelolaan tersebutmandatory yang bersifat wajib ataukah sekadar voluntary yang
 Zakat Dalam Tinjauan Undang-undang I BABII
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 bersifat boleh semata. Ketidaktegasan tersebut pada gilirannyamengesankan bahwa antara "kewajiban menunaikan zakat"dan "pengelolaan zakat"merupakan dua hal yangberdiri sendiridan tidak merniliki keterkairan satu sama lain. Mungkin akanberbeda jika ketentuan Undang-Undang ini menyebutkanbahwa setiap muslim yang menurut syariat wajib zakat, wajibpula membayarkan zakatnya melalui badan atau lembaga amilzakat.
 Ketidaktegasan ini disinyalir menjadi salah satu faktorkeengganan masyarakat untuk menyalurkan zakat melaluibadan atau lembaga pengelola zakat. Di samping itu, undangundang tidak menegaskan secara eksplisitkewajibanmembayarzakat.Berbedadengan praktik pada zamanRasulullahSAWdansahabat, zakat merupakan kewajiban yang diterapkan secara"paksa" oleh pihak-pihak yang diberi wewenang memungutnya.Sedangkan pihak yang enggan atau menolak membayar zakat,diancam akan diperangi oleh sahabat.
 Terlepas dari kelemahan yang terdapat di dalam UndangUndang tersebut, Undang-Undang ini mengusung semangattujuan pemberdayaan zakat, yaitu pengentasan kefakiran dankemiskinan yang sampai saat ini belum memperoleh solusiyangcukup signifikan. Badan Pusat statistik (BPS) merilis jumlahpenduduk miskindi Indonesia padaMaret 2012mencapai 29,13juta orang (11,96 persen), dengan penduduk miskin perkotaan10,65 juta orang dan penduduk miskin pedesaan 18,48 jutaorang. Merujuk pada demografi masyarakat Indonesia yangmayoritas muslim, mayoritas penduduk miskin tersebut jugamasyarakatmuslim. Ironisnya,metode dan sarana pengentasankemiskinan yang dimiliki oleh Islam dalam bentuk zakat itujustru tidak didayagunakan semaksimalmungkin.
 Sayangnyalagi, setelah bertahun-tahun terdapat Undang-
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Page 39
                        

33
 Setelah lebih dari sepuluh tahun Undang-Undang 38Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai tidak optimal,muncul dorongan untuk mengubah dan memperjelassubstansinya agar lebih menggigit dan mengarah pada tujuanyang lebih terukur. Beberapa alasan perubahan tersebut perludilakukan, di antaranya: tidak maksimalnya peran pemerintahdan lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola, danmendistribuskan zakat; belum jelasnya penentuan wajib zakat,barang-barang yang dizakati, nishab, dan batasan haulnya. Halutama lain yang tidak kalah penting adalah belum maksimalnyapengelolaan zakat memberikan output yang signifikan bagiperbaikan ekonomi.
 Kondisi itulah yang melatarbelakangi perubahanUndang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan tujuan untukmemaksimalkan peran zakat, infaq, dan shadaqah untukpembangunan umat. Perubahan itu melahirkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.Meskipun terdapat beberapa peru bahan, Undang ..UndangPengelolaan Zakat terbaru ini sebenarnya memiliki kerniripan,di antaranya adalah fokus yang cukup mendalam mengenaikeberadaan badan atau lembaga pengelola zakat. Sebenarnya,keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat inilah yang
 B. Alur ..Pikir Undang ..Undang Nomor 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat
 Undang Nomor 38/1999, zakat yang dapat didayagunakansecara maksimal belum berhasil secara signifikan. Padaakhirnya, masyarakat menuntut agar Undang-Undang Nomor38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut direvisiuntuk memperjelas dan mempertegas tujuan pengelolaan zakatdi Indonesia sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
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 menjadi salah satu persoalan mengapa perubahan undangundang tersebut dilakukan.
 Sebagai suatu undang-undang, UU Nomor 23 Tahun 2011ini disusun berdasarkan tiga landasan utama, yaitu: filosofis,sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis UU tersebut berupayamenjabarkan adanya prinsip-prinsip ketuhanan dan keadilansosial yang terdapat di dalam Pancasila. Melalui zakat, prinsipketuhanan dapat terlihat mengingat zakat merupakan salahsatu ajaran agama (Islam). Demikian halnya, prinsip keadilansosial pun terwujud dengan penempatan pemerataan dansolidaritas sosial sebagai prinsip penting yang diejawantahkandalam kehendak untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.
 Landasan sosiologis mendasarkan pada kebutuhanmendesak akan peraturan perundang-undangan yang dapatmenciptakan tatakelola yang baik (good governance) dalampengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Pengelolaan zakat,infaq, dan shadaqah yang ada dinilai memiliki kelemahan dalamaspek pertanggungjawaban publik, akuntabilitas, transparansi,dan penataan kelembagaan.
 Sedangkan landasan yuridisnva merujuk pada ketentuankonstitusi yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara-sebagaimana terdapatdalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1). Artinya, negara memilikikewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anakterlantar serta melakukan pemberdayaan terhadap mereka.Pemberdayaan iturdapat dilakukan secara efektif melalui zakat,terutama bagi umat Islam sebagai kelompok masyarakat yangteridentifikasi merniliki jumlah masyarakat miskin terbesar.
 Disebutkan dalam Naskah Akademik Rancangan UndangUndang tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yangdisusun oleh DPR RI, selama ini terdapat dualisme pengelolaanzakat dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
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 Sehubungan dengan pengawasan dan koordinasisebagaimana diuraikan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 itudisinyalir terdapat beberapa kelemahan, di antaranya:1. sifat koordinatif konsultatif dan informatif hanya ada padabadan ami! zakat (tidak untuk lembaga amil zakat), tidakjelas operasionalisasinya,dan tidak bersifat mengikat karenatidak ada hubungan organisasi antar tingkatan badan ami!zakat;
 2. laporan tahunan badan amilzakat kepada Dewan PerwakilanRakyat tidak jelas standarnya, tidak ada yangmemonitoringatas pelaksanaannya sehingga secara otomatis tidak adasanksi jika tidak dilaksanakan, dan tidak ada Dewan
 Lebih jauh dijelaskan bahwa,Organisasi pengelola zakat saat ini tidak memilikistrukturyang jelas ditinjau dari sisipengendalian. Hubungan kerjayang bersifat koordinatif konsultatif, dan informatif yangada dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38Tahun 1999 hanya berlaku antar badan amil zakat. Tidakada pengaturan kewenangan Badan Ami! Zakat Nasional(BAZNAS) untuk melakukan koordinasi dan pengawasanterhadap BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZKecamatan, dan LAZsehinggauntuk sekadar mengetahuijumlah zakat yang terhimpun secara nasional merupakansesuatu yang sulit.
 dan lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), sehinggamemunculkan kebutuhan apakah kedua lembaga tersebut perludilebur menjadi satu, atau dipisah dengan ketentuan bahwaBAZNAS merupakan institusi negara sementara LAZNASmerupakan isntitusi pengumpul zakat yang dibentuk olehmasyarakat.
 BABIIZakat Dalam Tinjauan Undang-undang I
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Sebagaimana pula Undang-Undang Nomor 38/1999,pengelolaan zakat menjadi hal yang dinilai sangat penting.Penegasan tersebut terdapat pada huruf d dasar menimbangUU Pengelolaan Zakat yang baru, bahwa "... dalam rangka
 Kelemahan-kelemahan tersebut harus diatasi dengancara merekonstruksi organisasi pengelola zakat. Rekonstruksimerupakan suatu upaya pembentukan dan pembenahankembalibentukan atau bangunan yang telah ada menjadi suatubentukan dan bangunan organisasiyanglebihbaik. Rekonstruksiorganisasi pengelola zakat dianggap perlu dilakukan dalamrangka:
 1. menciptakan koordinasi yang baik antara operatorpengelola zakat, infaq dan shadaqah;
 2. menciptakan regulasi operasional dan pengawasanyang efektif terhadap para pengelola zakat, infaq, danshadaqah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat,infaq, dan shadaqah;
 3. meningkatkan posisi tawar organisasi pengelola zakat,infaq, dan shadaqah terhadap berbagai pihak, dan
 4. meningkatkan peran organisasi pengelola zakat,infaq dan shadaqah dalam turut serta mengentaskankemiskinan.
 Perwakilan Rakyat tingkat Kecamatan untuk badan amilzakat kecamatan;
 3. bentuk pertanggungjawaban badan amil zakat dan lembagaamil zakat kepada pemerintah tidak jelas standamya dantidak ada sanksi jika hal itu dilanggar;dan
 4. peran serta masyarakat dalam pengawasan badan amil zakatdan lembaga amil zakat bersifat tidak mengikat dan tidakjelas sarana penyaluran peran tersebut.
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 mening1<.atkandaya guna dan hasil guna, za1<.atharus dikelolasecara melembaga sesuai dengan syariat Islam", sehingga aspekkelembagaan memang mendapat perhatian lebih dari paraperancang undang-undang tersebut.
 Dari landasan pikir yang digunakan oleh Undang-UndangPengelolaanZakat terbaru ini, penegasanmengenai pengelolaanyang dilakukan secara profesional dan tetap berdasarkan padaketentuan yang ada pada syari'at Islam menjadi sesuatu yangtidak dapat dihindarkan. Profesionalitas pengelolaan zakatmemerlukan suatu organisasi pengelola yang diisi oleh orangorang yangmerniliki kapasitas, baik secara manajerial maupunpemahaman keilmuan agama yang mumpuni. Di samping itu,profesionalitas pengelolaan juga perlu mendasarkan diri padasistem tatakelola yangbaik sebagaimana telah menjadi tuntutanbagiketerlaksanaan pengelolaan kelernbagaan publik masa kini.
 Dari kerangka pemikiran tersebut, pengelolaan zakatmelalui suatu organisasi yang profesional tidak hanya butuhmenumbuhkembangan kepercayaan masyarakat kepadalembaga pengelola zakat, melainkan juga memerlukansuatu perubahan olah pikir (mind set) mengenai pentingnyakedudukan zakat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berartipula membutuhkan kesadaran bahwa agama telah sedari awalmenancapkan pedoman bahwa ajaran yang dibawanya tidakhanya diperuntukkan untuk mengarahkan pada terbentuknyakesalehan spritual belaka, melainkan juga kesalehan sosial. Didalam ajaran agama selalu terdapat dimensi humanisasi yangmerniliki semangat transendensi, dan sebaliknya terdapatdimensi transendensi dalam tindakan manusiawi.
 Zakat, infaq dan shadaqah merupakan ajaran agamayang memiliki kedua dimensi tersebut. Dalam konteks ini,pengelolaan yang melibatkan organisasi pengelola zakat akanmampu mengembangkan gagasan pemberdayaan umat karena
 Zakat Dalam Tinjauan Undang-undang I BABII
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UU Nemer 38/1999 UU Nemer 2312011- Terdiri dari 10 BAB dan 25 - Terdiri dari 11 BAB dan 47 PasalPasal
 - Sistematika: - Sistematika:BAB I Ketentuan Umum BAB I Ketentuan UmumBAB II Asas dan Tujuan BAH II Badan Amil Zoot
 NasionalBAB illOrganisasi Pengelolaan BAB illPengumpulan,Zoot Pendistribusian,
 Pendayagunaan,danPelaporan
 BAH N PengumpulanZakat BAH IV PembiayaanBAB V Pendayagunaan Zakat BAB V Pembinaan dan
 PengawasanBAB VI Pengawasan BAB VI Peran Serta MasyarakatBAB VII Sanksi BAB VII Sanksi AdministratifBAH vm Ketentuan- Ketentuan BAB vm LaranganLainBAB IX Ketentuan Peralihan BAB IX KetentuanPidanaBAB X Ketentuan Penutup BAB X KetentuanPeralihan
 BAB XI KetentuanPenutup- Koordinasi antar lembaga - Koordinasi seara tegas diatur danpengelola zakat tidak tegas BAZNAS sebagai koordinator
 - Hierarki antar BAZNAS, - Hierarki telah disusun, BAZNASBAZNAS Prov, dan Baznas berperan sebagai regulatorKablKota tidakjelas pengelolaan zakat nasional
 zakat dapat menjadi ruang bagi transformasimasyarakat. Ia puntidak lagi dipahami sebagai proses "penyucian harta" semata,atau sekadar memperlihatkan kepedulian sosial belaka,melainkan juga sebagai solusi persoalan keumatan denganupayamenyentuh akarmasalah dan dapat direalisasikandengankondisi keumatan masa kini.
 Berikut beberapa perbedaan antara UU Nomor 38/1999dan UU Nomor 23/2011 tentang PengelolaanZakat.
 o-- Standarisasi AmilZakat DiIndonesia

Page 45
                        

39
 Di dalam undang-undang baru ini, pengelolaan secarakelembagaan memiliki porsi yang sangat besar, Dari 47 pasal, 32pasal di antaranya mengatur kelembagaan, seperti Badan AmilZakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS
 - Masing-masing lembaga - Pengelolaan zakat lebihpengelola zakat malaksanakan terkoordiinasi dan terintegrasidan mengembangkan program baik dalam tatakelola maupunpengelolaan zakat sendiri- pelaporannyasendiri
 - Ketentuan-ketentuanmengenai - Ketentuan-ketentuan mengenaipengumpulan dan pengumpulan, pendistribuian,pendayagunaan zakat diatur pendayagunaan, dan pelaporansecara terpisah dibuat sebagai snatu mekanisme
 yang lebih terintegrasi,- Penyebutan lembaga pengelola - Penyebutan lembaga pengelolazakat dibuat secara lebih umum, zakat dibuat secara lebih spesifiksehingga tidakmemperjelas dengan menyebutkan namaposisi antara lembaga pengelola Badan Amil Zakat Nasional,zakat yang dibentuk oleh sedangkan lembaga pengelolapemerintah dan masyarakat. zakat yang dibentuk oleh
 masyarakat disebut dengan namaLembaga Amil Zakat.
 - Tidak terdapat pembiayaan bagi - Lembaga pengelola zakat yanglembaga pengelola zakat dalam bal ini disebut dengan
 BAZNAS memperoleh anggarandarinegara..
 - Tidak terdapat ketentuan - Terdapat kriteria dan persyaratanmengenai kriteria dan yang spesifik mengenai anggotapersyaratananggota serta dan pengurus BAZNASpengurus lembaga pengelolamat
 - Masyarakat hanya berperan - Masyarakat berperan serta dalamdalam hal pengawasan hal pembinaan dan pengawasan.
 - Sanksi diurai secara lebih - Sanksi diurai menurutjenis dansederhana, baik ketentuannya bentuknya.. Ada yang disebutmaupun bentuk sanksinya. dengan sanksi administratif dan
 sanksi pidana,
 BABIIZakat Dalam Tinjauan Undang-undang I
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kabupatenlkota, Lembaga AmilZakat (LAZ), dan Unit PengumpulZakat (UPZ). Selain dari beberapaperbedaan yang terdapat pada keduaUndang-Undang tersebut, terdapatkesamaan keduanya yaitu dalam haltiadanya sanksi bagi pihak-pihakyang telah layak disebut sebagaiwajib zakat. Padahal, dalam sejarahawal Islam, pihak wajib zakat inilahyang mengalami "pemaksaan" untukdipungut sebagian dati harta mereka.
 Hanya saja, posisi kelembagaanyang demikian dominan ditengaraioleh beberapa pihak sebagai pemicudisfungsi. Fajri Nursyamsi dalamartikelnya Potensi Disfungsi BaznasPasca UU Pengelolaan Zakat (2012)memberi catatan kritis bahwabeberapa pengaturan kelembagaanzakat tersebut memiliki potensidisfungsional dan juga paradoks.Ia menunjuk pasal 5 ayat (3) yangdisinyalirnya sebagai poros paradoks,yaitu bahwa "BAZNAS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakanlembaga pemerintah nonstruktural yangbersifat mandiri dan bertanggung jawabkepada Presidenmelalui Menteri. "
 Bentuk BAZNAS sebagailembaga nonstruktural dan bersifat
 40
 Sifat mandiriitu seharusnyamenempatkan
 lembaga pengelolazakat, dalam hal
 ini BAZNAS,tidakdapat diintervensioleh pemerintah
 karenakedudukannyaharus setara
 dengan badanatau lembaga
 lain yangbersifat mandiri(independen),
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 mandiri. Sifat mandiri itu seharusnya menempatkan lembagapengelola zakat, dalam hal ini BAZNAS, tidak dapat diintervensioleh pemerintah karen a kedudukannya harus setara denganbadan atau lembaga lain yang bersifat mandiri (independen).Tetapi, menilik komposisi keanggotaan pengurus dan jugapertanggungjawaban yang ditujukan kepada Presiden sebagaieksekutif menunjukkan bahwa kemandirian BAZNAS masihdapat dipertanyakan.
 Selain itu, bentuknya sebagai lembaga nonstrukturaljuga mengandung pertanyaan. Mengacu kepada bent uklembaga-lernbaga yang ada di Indonesia, penyebutan "lembagapemerintah nonstruktural" menunjuk kepada lembaga-lembagayang berada di 1uar ekseku tif legislatif dan yudika tif Sifatmandiridiberikan kepada lernbaga pemerintah nonstruktural untuktujuan pengawasan atau penyeimbang bagi keterlaksanaanketiga kekuasaan tersebut.
 Kritik Fajri Nursyarnsi terse but tampaknya masuk akal danmenarik sebagai bahan kajian lebih lanjut. Kekhawatirannyabahwa paradoks pada lembaga pengelola zakat ini akan"mengacaukan" sistern ketatanegaraan Indonesia patutdiapresiasi, meskipun dalam beberapa hal terdapat hal yanglebih mendasar dari sekadar diskusi mengenai paradoks tersebu t.
 Hal rnendasar tersebut adalah bagairnana menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan publik rnengenai perlunyamenyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat yangdibentuk oleh pernerintah, atau melalui lernbaga pengelola zakatyang dibentuk oleh masyarakat. Kesadaran dan kepercayaantersebut akan mengantarkan pada tujuan pengelolaan zakat,yaitu pernberdayaan rnasyarakat dan pengentasan kerniskinan.Untuk rnembangun dan menumbuhkan kepercayaan itu,pernerintah dan masyarakat perlu bekerjasarna dan saling
 Zakat Dalam Tinjauan Undang-undang I BAB II
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 meyakinkan satu sama lain bahwa zakat dan seluruhpengelolaannya diperlukan dalam rangka mengangkat harkat,derajat, dan martabat kemanusiaan. Kepercayaan itu dapattumbuh jika para pengelolazakatmemilikikapasitasdan tingkatprofesionalitas yang mernadai, serta akuntabel, transparan,jujur, dan amanah.
 Q -- StandarisasiAmi! Zakat Di Indonesia
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Pengelolaan zakat, sebagaimana termuat dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diaturdengan dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola
 lembagayang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelolalembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yangpertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengaturberbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalampelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagairegulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwapengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkandemi kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang kedua,masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelolazakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan,dan siap dibina oleh pemerintah.
 Penerapan kedua model tersebut untuk mewujudkantata kelola zakat yang ideal. [ika wewenang pengelolaan zakatdiserahkan sepenuhnya kepada negara, intervensi negaradinilai sangat kuat dan hal itu akan melemahkan peran sertamasyarakat. Terlebih lagi jika negara belum memiliki goodgovernance, pengelolaan zakat juga akan sulit berjalan dengan
 43
 KENISCAYAAN STRUKTURKELEMBAGAAN PENGELOLAAN
 ZAKAT
 BAB III
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 baik. Sebaliknya, jika pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnyakepada masyarakat, pendayagunaan zakat untuk pemberdayaanumat tidak akan optimal.
 Pada masa awal Islam, pengelolaan zakat dilakukan olehpemimpin Islam yang dinilai sebagai representasi "negara".Mua'dz bin Jabal, misalnya, mendapat tugas untuk mengelolazakat di daerah Yaman di bawah pengawasan Rasulullah SAWHubungan Mu'adz di Yaman dan Rasulullah SAW di Madinahbersifat koordinatif Model pengelolaan zakat seperti ini,dimana negara mengambil peran maksimal dinilai sangat idealkarena sosok Nabi Muhammad SAW di "pemerinrahan pusat"dengan Mu'adz bin Jabal di "pemerintahan daerah" merupakansosok yang amanah, -dipercaya, dan memiliki komitmen untukmengangkat derajat kaum fakir-miskin. Di samping itu prosespengumpulan dan distribusinya pun dilakukan secara transparandan akuntabel (Asep Saefuddin Jahar, 2008).
 Pada masa kekinian, pengelolaan zakat seringkali diseretdalam arus perdebatan mengenai siapa yang berwenangmelakukan pengelolaan dan bagaimana mekanismenya.Menurut kelompok yang berperspektif sekularistik, pengelolaanzakat tidak perlu melalui campur tangan negara. Sementarabagi yang berperspektif cenrered-srzue, negara harus mengambilwewenang pengelolaan itu. Dikotomi perspektif tersebuttampaknya tidak akan menjadi suatu perdebatan yang produktifketika konteks kehidupan masyarakat mutakhir justru tidakbisa melepaskan did dari relasi-konstruktif dan kritis antaranegara dan masyarakat. Dengan pengertian lain, publik masakini merupakan subjek yang dapat terlibat aktif dan partisipatifdalam proses-proses pengelolaan sumber daya publik, semen tarapada situasi yang sama negara pun harus berdampingandengan masyarakat dalam melaksanakaan program, programkenegaraan.
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 Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa pengelolaanzakat di Indonesia berusaha menjembatani dikotomi antaraperspektif cenrered-stste dengan perspektif sekularistik. Upaya"kompromis" tersebut perlu dilakukan sebab zakat memilikituj uan pemberdayaan publik untuk rnewujudkan keadilan sosial.Penyerahan total pengelolaan zakat ke negara dikhawatirkanakan menimbulkan penyimpangan ketika sistern birokrasi
 A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang- Undangmerupakan suatu cermin dari hubungan yang konstruktif dankritis itu. Negara merupakan regulator dan fasilitator, tetapipelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangansecara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa antara negara danmasyarakat tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dalam prosespengelolaan zakat karena keduanya menyadari adanya tujuanpenting dari pengelolaan zakat itu, yaitu pemberdayaan umatsuatu tujuan yang menjadi idaman oleh masyarakat manapun.
 Di negara lain, pengelolaan zakat memiliki beberapa model.Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan memiliki undang-undangwajib zakat berikut institusi yang menanganinya. Sementara diKuwait dan Yordania, zakat diterapkan secara sukarela, tidakdiatur undang-undang khusus. Indonesia memilih caranyasendiri yang lebih merupakan "jalan tengah", yakni meskipuntelah memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaanzakat tetapi tidaksecara tegas mewajibkan zakat. Pengelolaanzakat dilakukan oleh dua lernbaga pengelola zakat, yaitu BadanAmi! Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelolazakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Ami! Zakat(LAZ) sebagai lernbaga pengelola zakat yang dibentuk olehmasyarakat.
 Keniscayaan Struktur Kelembagaan Pengelolaan Zakat I BAB ill
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Status dan Positioning BAZNASSinergi antara peran negara dan masyarakat sangat
 diperlukan karena pengelolaan zakat membutuhkan skalaprioritas, kerjasarna dan data-data yang komprehensif untukpendayagunaan zakat. Dengan dibentuknya lembaga khususyang menangani pengelolaan zakat, lembaga tersebut berfungsiseperti "holding company" yang memiliki hubungan sinergisdengan Iembaga-lembagadi bawahnya, juga lembagapengelolazakat yang dibentuk oleh masyarakat. Asep Saefudin Jahar(2008) berpandangan bahwa pengelolaan zakat model ini akanmemudahkan pengelolaan zakat secara sinergis. Pada konteksyang lebih praktis, misalnya, lembaga pengelola zakat dapatbekerjasama dengan kementerian atau lembaga milik negarauntuk secara mudah mengakses data muzakki dan mustahik.Data-data tersebut akan bermanfaat bagi pemetaan programdan skala prioritas distribusi zakat. Dalam kerangka inilah,Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diharapkan dapatmemerankan fungsi tersebut.
 Pasa15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya cukup disebut UUNomor 23/2011), mendeskripsi Badan Ami! Zakat Nasional(BAZNAS)sebagai"lembaga pemerintah nonstruktural yangbersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melaluiMenteri". Pengertian BAZNAS sedemikian rupa merniliki 3(tiga) sifat dasar yangmelekat padanya, yaitu:
 1. Lembagapemerintah nonstruktural;
 yang ada masih lemah dan kepemimpinan belum mendapatkepercayaan penuh dad masyarakat. Sementara penyerahantotal ke masyarakat mengandung risiko sulit mengontrolpengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaannya untukkemaslahatan urnat.
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 Tugas dan Fungsi BAZNASPembentukan BAZNAS sendiri dinilai sebagai sebuah
 keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat yang menjadiarea kerjanya. Pengelolaan zakatbukanlah perkara yangmudahmengingat bangsa Indonesia sendiri, terutama yang muslim,belum sepenuhnya menyadari letak urgensinya zakat danpendayagunaannya.Wajarlah jikapotensi zakatyang ada belumterserap sepenuhnya dan hanya menjadi kebanggaan karitatifsemata.
 BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yangmemiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalamrangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelolazakat nasional, BAZNAS mejalankan fungsi-fungsi utama,sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011adalah sebagaiberikut:
 Pertama, BAZNAS merupakan lembaga pemerintahnonstruktural. Apa yang dimaksud dengan nonstruktural disiniadalah, ia tidak termasuk dalam struktur organisasikementerianataupun lembaga pemerintah nonkementerian. Pengangkatankepala lembaga ini dilakukan secara langsung oleh Presiden.Karena ia merupakan lembagayang dibentuk oleh pemerintah,pembiayaannya pun difasilitasi oleh pemerintah (anggarannegara). Pada umumnya, lembaga nonstruktural seperti iniberada di luar kekuasaan eksekutif yudikatif dan legislatifKeberadaannya berfungsi untuk penyeimbang bagi ketigakekuasaan tersebut. Pembentukan lembaga nonstruktural jugadiharapkan mengisi kekosongan dalam sekror-sektor tertentuatau mempertegas fungsi lembaga pemerintah yang dipandangtidak dapat menjalankan fungsinyasecara maksimal.
 2. Bersifatmandiri;3. Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
 BABIIIKeniscayaan Struktur Kelembagaan Pengelolaan Zakat I
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Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalahmelakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendavagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaanpengelolaan zakat.
 UU ini belum memperjelas apakah pengumpulan tersebutsama dengan pernungutan. Ataukah itu sekadar imbauan yangbersifat informatif kepada masyarakat untuk menyalurkanzakat ke lembaga pengelola zakat. Berbeda dengan di Pakistan,lembaga pengelola zakatnya-Central Zakat Fund (CZF)memiliki wewenang untuk memungut zakat dari para muzakki.Karena asumsi pengumpulan zakat di sini memiliki perbedaandengan pemungutan, proses pengumpulan yang dilakukanBAZNAS sudah barang tentu memerlukan kesadaran dankepercayaan penuh dari muzakki untuk menyetor zakatnyamelalui BAZNAS.
 Proses pengumpulan zakat dalam konteks masa kini lebihbanyak mengikuti konsep fundraising, yaitu suatu kegiatanyang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuantertentu. Fundraising zakat berarti upaya mengumpulkanzakat dari perorangan atau badan usaha untuk mencapaitujuan zakat. Sumber utama fundraising zakat adalah muzakki.Maka, mengingat proses fundraising zakat merupakan hal yangmendasar bagi upaya pengelolaan zakat, pihak-pihak yang
 1. perencanaan pengumpuLan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat;
 2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat;
 3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat; dan
 4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanpengelolaan zakat.
 ~ -- Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia
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 Proses awal tersebut akan lebih mudah dilakukan apabilapengelola zakat juga memahami bahwa tujuan fundraising zakatadalah: menghimpun dana zakat, memperbanyak muzakki,meningkatkan citra lembaga pengelola zakat (BAZNAS) ,menghimpun simpatisan/relasi pendukung, meningkatkankepuasan muzakki. Dari sekian tujuan fundraising tersebut,mencapai kepuasan muzakki merupakan tujuan pada tingkatantertinggi karena kepuasan muzakki bukan hanya akanmemperdalam kepercayaan publik kepada lembaga pengelolazakat melainkan juga semakin menambah penghimpunan danasecara terus-menerus,
 Dalam rangka mencapai tujuan pengumpulan zakattersebut, fundraising membutuhkan strategi atau metode
 Kesadaran, motivasi, kepedulian ) .4-------'
 Membujuk, merayu )
 Meudor'ong )
 Memberitahukan 1Mengingatkan )Fundraising
 Memengaruhi 1
 Skema Proses Fundraising
 telah diberi wewenang untuk mengelola zakat harus mampumeyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat.Oleh sebab itu, para pengurus BAZNAS sebaiknya memilikikapasitas untuk melakukan hal-hal seperti tergambar dalambagan berikut.
 Keniscayaan Struktur Kelembagaan Pengelolaan Zakat I BABIII

Page 56
                        

50
 Pendistribusian zakatdilakukan setelah potensi zakatterkumpuLPengelolazakatmelakukan pembagian zakat kepadaorang-orang yang berhak menerimanya. Permasalahan yangkerap terjadi di masyarakat, pendistribusian zakat dilakukansecara langsung oleh pihak pengelola kepada mustahik. Dibanyak pedesaan di Indonesia, tidak sedikit yang membagikanzakat harta secara langsung, baik yang dikirim melalui amplop
 Indirect Fundraising:advertorial, penyelenggaraanEvent, melalui perantara,menjalin relasi, melalui
 referensi, mediasi para tokoh,dan lain-lain.
 Fundraising Methods
 Direct Fundraising:Direct Mail, Direct
 Advertising, Teiefi.mdraising,presentasi (pertemnan)
 langsung,
 Skema Metode Fundraising
 tertentu, antara lain, secara langsung (direct fundraising) dantidak langsung (indirect fundraising). Fundraising secara langsungadalah teknik-teknik atau cara-cara yangmelibatkan partisipasimuzakki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap responmuzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Sedangkanfundraising tidak langsung adalah teknik-teknik atau cara-carayang tidak melibatkan partisipasimuzakkisecara Iangsung,yaitubentuk-bentuk fundraising tanpa memberikan daya akomodasilangsung terhadap respon muzakkiseketika.
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 Standar dan Kriteria BAZNASDalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut,
 BAZNAS memiliki standar dan kriteria yang telah ditentukanberdasarkan Undang-Undang. Beberapa pasal dalam UndangUndang Nomor 23/2011, menetapkan standar kelembagaanBAZNAS, di antaranya:1. Dibentuk oleh pemerintah (pasal 5)2. Memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas
 (Pasa17)3. Memiliki struktur kelembagaan (Pasa18)4. Memiliki masa kepengurusan yang jelas (pasa19)5. Memiliki keanggotaan dengan kriteria yang sesuai dengan
 peraturan yang berlaku (Pasal10)
 maupun dengan cara mengumpulkan mustahik pada suatutempat tertentu. Fenomena yang cukup memprihatinkanadalah, muzakki membagikan zakat hartanya dengan caramembagikan kupon, lalu para mustahik berkumpul di depanrumahnya dan saling berebut zakat yang dibagikan. Penyaluranzakat seperti itu justru menimbulkan banyak korban dan,bahkan, dapat menghabiskan biaya perawatan yang lebih besardaripada jumlah zakat yang diterima.
 Pendistribusian melalui cara tersebut juga dinilai banyakkalangan sebagai pendistribusian secara konsumtif yaitu hartazakat yang diberikan segera habis setelah digunakan. Kenyataanseperti itu menggugah para ulama untuk merumuskan suatuskema pendistribusian zakat secara produktif agar mustahikmemperoleh manfaat pendaya-gunaan zakat yang lebih besar.Oleh sebab itu, BAZNAS dituntut untuk dapat merumuskanpengalihan cara, teknik, strategi dan metode dari mulaipengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakatmelalui program-program yang dapat diterima oleh masyarakat.
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 Kedua, merniliki dan menjalankan tugas kelembagaan.Ketentuan ini dimuat dan diatur dalam pasal 7 UU Nomor23/2011. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian,pendayagunaan harus dilakukan melalui mekanismeperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporandan pertanggungjawabannya. Dalam melaksanakan tugasini, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkaitseperti kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), danlembaga luar negeri sejauh dilakukan untuk kepentingan umat.
 Ketiga, memiliki struktur kelembagaan. [ika merujuk padapasal 8 UU Nomor 23/2011, struktur kelembagaan tersebutmencakup beberapa kriteria, di antaranya:1. Struktur organisasi BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua
 dan seorang wakil ketua2. Memiliki jumlah keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang,
 yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakatdan 3 (riga) orang dari unsur pemerintah.
 Masing-masing standar kelembagaan BAZNAS terse buthams memenuhi kriteria sebagai berikut.
 Pertama, secara kelembagaan,BAZNAS harus memenuhikriteria:1. Dibentuk oleh pemerintah2. Lembaga pemerintah nonstruktural3. Bersifat mandiri4. Bertanggung jawab kepada Presiden rnelalui Menteri5. Pelaporan dari pelaksanaan tugasnya diberikan kepada
 Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan PerwakilanRakyat RI.
 6. Didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi, tingkatKabupaten/Kota (pasal 15).
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 Kelima, keanggotan BAZNAS ditentukan berdasarkanbeberapa kriteria sebagaiberikut:1. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh
 Presiden atas usul Menteri.2. Anggota BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri
 dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakatIslam di mana pengangkatannya dilakukan oleh Presidensetelah mendapat pertimbangan DP~RI, serta unsur
 Keempat, memiliki masa kepengurusan yang jelas. Setiaporganisasiselalumemilikimasa kepengurusan sehinggaia dapatmengalami pergantian pengurus di masa-masa selanjutnya.Masa kepengurusan BAZNAS adalah:1. 5 (lima) tahun2. Dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
 Fenomena yang cukup memprihatinkan adalah,muzakki membagikan zakat hartanya dengancara membagikan kupon, lalu para mustahikberkumpul di depan rumahnya dan saling berebutzakat yang dibagikan. Penyaluran zakat seperti itujustru menimbulkan banyak korban dan, bahkan,dapat menghabiskan biaya perawatan yang lebihbesar daripada jumlah zakat yang diterima.
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 c. Bertakwa kepada Allah SWT;Hampir senada dengan kriteria sebelumnya, kriteria iniuntuk menekankan bahwaketakwaan kepadaAllah SWTakan membuat pengelola zakat akan bertindak secara
 pemerintah yang ditunjuk/diambil dari kementerian/instansiyang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
 3. Secara lebih spesifik, anggota BAZNAS harus memenuhikriteria:a. Warga negara Indonesia;
 Kriteria ini tarnpaknvamenyesuaikanserta merujuk padaberbagai peraturan hukum lainnya yang menekankanbahwa setiap lembaga atau badan yang dibentuk olehpemerintah harus diisi oleh warga negara Indonesia.Secaraagarna,ketentuan ini tentu sajatidakbertentangan,sementara secara sosial-budaya,ketentuan ini akan lebihmemudahkan identifikasi dan juga pertanggungjawabansecara sosialdan hukum bagiwarganegara sendiri.
 b. Beragama Islam;Kriteria ini sangat dianjurkan oleh ulama-ulama fikih dimana seorang pengelola zakat ('amil) sangat dianjurkandari kalangan muslim. Meskipun terdapat pendapatyang tidak mengharuskan kategori muslim untukmenjadi 'amil, tetapi banyak dari kalangan ulama yangmensyaratkan keislaman sebagai syarat untuk menjadipengelola zakat. Sebut saja Yusuf al-Qardhawi (1994)yang lebih mengutamakan muslim sebagai pengelolazakat dengan pertimbangan kemaslahatan secara agamadan menganggap bahwa urusan keislaman tetap lebihpayut dikelola oleh muslim. Atau juga Ibnu Qudamah(1956) yang skeptis jika urusan keislaman, seperti zakatdikelola oleh nonmuslim karena mereka akan sulitmendapat kepercayaan dari masyarakatmuslim.
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 e. Berusia minimal 40 (ernpat puluh) tahun,Kriteria ini lebih mengutamakan pada pertim-banganberdasarkan kematangan, kedewasaan, dan pengalamanhidup seseorang. Berbagai kajian mengenai psikologi,biologi, fisiologi dan juga medis mengutarakan bahwausia 40 tahun dianggap sebagai usia kematangan danmerupakan tahap puncak dari kondisi fisik, sehinggaseseorang berada dalam kondisi yang sangat mendukungbagi segala usaha untuk memenuhi tantangan dalammencapai kekuasaan atau prestasi terbaik.
 f. Sehat jasmani dan rohani;Kriteria ini merupakan keharusan untuk dimiliki setiaporang yang akan melaksanakan suatu proses pekerjaanyang berat dan menuntut tanggung jawab. Kriteria inimerupakan syarat mendasar yang selalu dicantumkandalam berbagai persyaratan untuk menduduki jabatan
 amanah dan bertanggungjawab karena ia sangat takutkepada Allah SWT jika ia sampai tidak menjalankantugasnya dengan baik. Hanya saja, kriteria ini agak sulitdiukur mengingat ketakwaan merupakan persoalanbatiniah yang sulit diukur melalui perilaku badaniah.Meskipun demikian, kesaksian dan rekomendasi kalanganyang bisa dipercaya mengenai seseorang dapat dijadikansebagai salah satu faktor untuk menjadikan sosok yangkuat iman serta takwanya itu untuk dapat dipilih sebagaipengelola zakat.
 d. Berakhlak mulia;Kriteria ini mencakup perilaku keseharian yang dilihatdan disaksikan secara sosial. Dengan pengertian lain,masyarakat umum dapat menilai apakah seseorangberperilaku mulia atau tidak.
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 h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;Kriteria ini merupakan anjuran yang ditekankan baikoleh ajaran agama maupun ajaran pengeta-huankemanusiaan. Kompetensi merupakan seperangkatpengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harusdimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seseorang dalammelaksanakan tugas keprofesionalan.
 i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun.
 Kriteria ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar.Pengelolaan zakat memerlukan kepercayaan yang tinggidari masyarakat. Hal-hal yang terkait dengan sisi negatifyang dimiliki oleh pengelola zakat harus dihindari agarmasyarakat percaya dan ikhlas dalam menunaikanzakatnya melalui BAZNAS. Seseorang yang pernahdihukum karena melakukan tindak pidana kejahatansangat tidak patut menjadi anggota BAZNAS karenaakan mengurangi nilai kemuliaan dari lembaga pengelolazakat tersebut.
 atau melaksanakan tugas yang berhubungan dengankepentingan publik.
 g. Tidak menjadi anggota partai politik;Kriteria ini ingin menegaskan bahwa anggota BAZNAStidak terlibat dalam wilayah politik praktis karenadikhawatirkan akan menjauhkan diri dari tujuanpengelolaan zakat yang sebenarnya. Keterlibatan dalampartai politik dikhawatiran akan membawa kepentingantertentu yang dapat merugikan tujuan pengelolaan zakat'itu sendiri.
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 Keenam, BAZNAS yang berkedudukan di ibukotaperlu didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi dan tingkatKabupaten/Kota. Pembentukan BAZNAS pada tingkat Provinsidan Kabupaten/kota untuk mengelola zakat di masing-rnasingwilayah dan meringankan beban kerja dari BAZNAS. Disamping itu, koordinasi yang baik antara BAZNAS di berbagaitingkatan akan membantu pemetaan warga masyarakat yangberstatus sebagai muzakki dan mustahik serta dapat dibuat skalaprioritasnya. Menurut Pasal15 UU Nomor 23/2011, disebutkanbahwa BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kotadibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnyamasing-rnasing.
 Dibandingkan dengan kriteria pengelola zakat ('amil)yang disyaratkan dalam beberapa literatur fiqih, kriteria anggotatersebut tampak sebagai suatu perluasan tanpa mengurangiprinsip-prinsip mendasarnya. Dalam literatur fiqih, syarat untukmenjadi pengelola zakat ('amil) setidaknya harus: muslim,mukallaf (akil baligh), amanah (dapat dipercaya), mengerti danmemahami dengan baik hukum-hukum di sektor zakat, danmengerti pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Beberapa literatur lain juga menambahkan persyaratan,yaitu pengelola zakat ('amil) haruslah laki-laki, merdeka (bukanbudak), serta bukan berasal dari keluarga Nabi SAW (BaniHasyim).
 4. Dapat diberhentikan apabila: meninggal dunia, habis masajabatan, mengundurkan diri, tidak melaksanakan togasselama 3 (tiga) bulan secara terus-rnenerus, atau tidakmemenuhi syarat lagi sebagai anggota.
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 Pembentukan BAZNAS dan beban tugas kerjanya yangtidak sederhana tersebut menuntut kapasitas kelembagaan dankeanggotaan yang mumpuni. Dalam Naskah Akademik RUUPengelolaan Zakat yang baru ini, sempat diutarakan mengenaiposisi strategis dari lembaga pengelola zakat yang dibentukoleh pemerintah. Di sana disebutkan bahwa sebagai badanyang dibentuk dengan Keputusan Presiden, Badan Amil ZakatNasional (BAZNAS)memiliki kewenangan yang rneliputi:1. Pemberian izinpembentukan dan operasional BAZdan LAZserta pencabutan izinnya;
 2. Pengaturan susunan organisasi tata kerja badan amil zakat;3. Pengaturan terhadap pengumpulan, penyaluran, dan
 pendayagunaan zakat olehBAZdan LAZserta pelaporannya;4. Pengawasanterhadap BAZdan LAZdalamhal kelembagaan,
 hubungan kelembagaan, sumber daya manusia ('ami!) ,sistem,muzakki,mustahik, aspek syariah, dan hallainnya.
 Pembentukan BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota
 BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kotadibentuk dengan cara:1. BAZNAS provinsidibentuk oleh Menteri atas usul gubemursetelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
 2. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri ataupejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelahmendapat pertimbangan BAZNAS.
 3. [ika gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkanpembentukan BAZNASprovinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentukBAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelahmendapat pertimbangan BAZNAS.
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 Standar dan Kriteria LAZ
 Menurut UU Nomor 23/2011, untuk dapat menjadiLembagaAmil lakat (LAl) harus memenuhi beberapa standarsebagaiberikut:1. LAl merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentukoleh masyarakat.
 2. Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 3. Pembentukan LAl harus mendapat izinMenteri atau pejabatyang ditunjuk oleh Menteri.
 4. Siap melakukan koordinasi dengan BAlNAS dalam rangkamengoptimalkan fungsipengelolaan zakat.
 LembagaAmil lakat (LAl) merupakan lembagapengelolazakat yang dibentuk oleh masyarakat. Keberadaan LAl yangtetap dilindungi dan diberi "keleluasaan" untuk mengelolazakat merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorongperan serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat.
 B. Lembaga Amil Zakat(LAZ)
 Beberapa kewenangan tersebut masih harus menungguperaturan pelaksanaannya. Apapun bentuknya, lembagapengelola zakat yang dicita-citakan oleh Undang-UndangNomor 23/2011 adalah institusi yang mandiri, berwibawa danmemiliki otoritas yang cukup untuk melakukan koordinasiterhadap para pengelola zakat dalam berbagai aspek. Dengandemikian, berbagai lembaga pengelola zakat yang ada di tanahair mengalami sinergi, koordinasi satu sama lain dan tetapterkontrol sehingga pengelolaan zakat tidak menyimpang daritujuan yang ingin dicapai.
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 3. Mendapat rekomendasi dan BAZNAS.Mengingat LAZ harus bersedia melakukan pengelolaanzakat di bawah koordinasi BAZNAS selaku koordinator,pembentukan LAZ perlu mendapatkan rekomendasi dariBAZNAS sesuai tingkatannya. Selain 'itu, rekomendasi
 2. Berbentuk lembagaberbadan hukumPengelolaan zakat merupakan perbuatan hukum yangmenuntut kesungguhan dan kesesuaian dengan peraturanperundangan. Sejumlah besar dana zakat yang dikumpulkandan masyarakat harus dikelola dan dipertanggungjawabkandengan sebenar-benarnya. Maka, terkait dengan aspekpertanggungjawaban publik atas pengelolaan zakatmasyarakat, lembaga yang akan melakukan penggalangandan pendayagunaan sumber dana publik tersebut harusberbadan hukum untuk mendapatkan legalitasnya sebagaipengelola zakat.
 Standar kelembagaanLAZ tersebut didukung oleh kriteriakriteria yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:
 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yangmengelolabidang pendidikan, dakwah, dan sosial.Ormas yang dimaksud di sini adalah setiap organisasinonpemerintah yangbergerakdibidangsosialkemasyarakatan.Penekanan pada pengelolaan di bidang pendidikan, dakwah,dan sosial ini diharapkan agar lembaga-lernbagazakat lebihfokus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat diketiga bidang tadi, serta lebih menonjolkan sifat nirlaba.Selain itu, dengan berbentuk atau berafiliasiterhadap ormastertentu, pendataan muzakki dan mustahik akan lebihmudah dilakukan. Pada gilirannya,pemerataan pengumpulandan pendistribusianzakatdapat terwujud.
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 6. Bersifat nirlabaKetentuan mengenai sifat nirlaba ini untuk mencegahpenyimpangan pendayagunaan zakat ke arah profit-oriented.Program pemberian zakat kepada mustahik bersifat hibahserta tak dapa t dianggap sebagai pinjaman modal sebagaimanapraktik lembaga keuangan konvensional. Demikian juga,dana zakat tak dapat dialihkan sebagai kapital oleh lembaga
 5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuanganuntuk melaksanakan kegiatannya.LAZ merupakan lembaga publik yang mengelola sumberdayaekonomi (zakat) masyarakat muslim. Prinsip-prinsipadministrasi modern harus dikuasai untuk menjaminakuntabilitas dan transparansi pengelolaannya. Akuntabilitasdan transparansi tersebut dapat menjadi meningkatkankepuasan muzakki sehingga mereka akan selalu rnenjadisumber zakat.
 4. Memiliki pengawas syariat.Pengawas syariat adalah pihak yang mengkaji, meneliti, danmenilai apakah pengelolaan zakat telah berpedoman padasyariat. Apakah dalam kegiatan pengelolaan zakat ketentuanmengenai muzakki, jumlah harta, haul, nishab, ashnaf, sertaprogram pendayagunaannya telah sesuai dengan prinsipprinsip hukum Islam (Syariat). Pengawas Syariat juga dapatmemberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berwenanguntuk melakukan suatu teguran jika LAZ dinilai menyimpangdari ajaran Islam atau prinsip-prinsip pengelolaan zakat.
 juga untuk melihat dan mengenali tingkat kelayakandan kepatutan, baik secara hukum maupun secara sosialmengenai kapasitas untuk melakukan pengelolaan zakat.
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 8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.Apa yang dimaksud dengan audit disini adalah kegiatanuntuk memeriksa program, kegiatan dan keuangan LAZ.Audit tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaanzakat karena harta zakat yang dikumpulkan, didistribusikandan didayagunakan merupakan harta milik masyarakatyang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pula.Pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai dengan kaidahdan prinsip-prinsip syariat. Hal itu dimasudkan agarpengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaanzakat benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 7. Merniliki program untuk mendayagunakan zakat bagikesejahteraan umat.Apa yang dimaksud dengan pendayagunaan disini adalahupaya untuk memperluas manfaat zakat demi kemaslahatanumat. Sedangkan program merupakan rumusan yang terarahdan pedoman kerja LAZ dalam rangka mendayagunakanzakat. Biasanya, program yang dirurnuskan mengarahpada tiga hal, yaitu: pertama, program yang ditujukan bagipeningkatan kesadaran serta motivasi muzakki untukmenunaikan zakat; kedua, program yang ditujukan bagipeningkatan kualitas para pengelola ('amil); ketiga, programyang ditujukan bagi peningkatan kualitas pendayagunaanzakat untuk mengentaskan rnustahik atau kelompok sosiallain yang membutuhkan.
 zakat untuk tujuan mencari keuntungan. Pada dasamya,seluruh program dan kegiatan yang dilakukan lembaga zakatharus berdasarkan tujuan demi mewujudkan kemaslahatanumum tanpa diwarnai komersialisasi untuk mendapatkanlaba. Oleh sebab itu, LAZ dilarang melakukan tindakan jualbeli, perdagangan, atau tindakan lain dari harta zakat ini.
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 Irfan Syauqi Beik (2012) menilai bahwa terdapat beberapahal yang perlu mendapat perhatian para pengelola zakat.Pertama, pemahaman tentang konsep amil.Dalamsejarah masaawal Islam, pengelolaan zakat tidak pernah dilakukan olehperorangan.Kalimat 'aamilin 'alaiha sebagaimana tercantumdalam Al-Qur'an Surat Al-Taubah ayat 60 mengandungpengertian adanya pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh'amil yang memiliki kewenangan dan kekuatan hukum yangkuat-atau dalam konteks negara modern berupa UndangUndang. Lebih jauh, 'amil dt zaman Rasulullah pun mendapatback up penuh dari Rasulullah SAW sebagai pemimpin umatIslam kala itu. Beliau telah menugaskan 25 orang sahabatsebagai petugas 'amil resmi, seperti Ibnu Luthaibah, Mu'adz binJabal, dan Ali bin Abi Thalib.
 Ketika Islam makin meluas, pendelegasian kewenanganpengelolaan zakat diberikan kepada para gubernur untukmengembangkan institusi 'amil di wilayahnya masing-masing.Tugas pokoknya adalah menghimpun zakat dari kelompok kavayang ada di wilayah tersebut, dan menyalurkannya kepadakaum dhuafa yang ada di wilayah tersebut secara tepat danefektif Konsep BAZNAS yang dikembangkan oleh pemerintahmemiliki analogi yang sarna dengan konsep ini. Asumsi mengenaiBAZNAS yang dinilai sentralistis pun dinilai tidak tepat, karenaposisi BAZNAS lebih banyak menghimpun potensi zakat yangada di wilayah pusat seperti PNS kementerian, pegawai BUMNpusat, dan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasionaluntuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah yang memang
 Me1alui auditsyariat, penerapan prinsip syariat Islam dalamsistem dan manajemen lembaga pengelolaan zakat akanlebih terjaga.
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Dalam konteks perlunya lembaga pengelola zakat itu, IrfanSyauqi Beik juga merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) No 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat yang menyatakanbahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah seseorang atau
 "Kata membantu dalam pasal 17 (UU Nomor 23/2011)tidak berarti membatasi ruang gerak LAZ, atau LAZberkewajiban menyetorkan zakatnya ke Baznas. Namundernikian, ada satu kewajiban tambahan LAZ yaknimemberikan laporan kepada Baznas. Dan hal ini kan bisadiartikan sebagai bagian dari integrasi."
 Dalam pengertian ini, BAZNAS lebih diposisikansebagai koordinator antar berbagai lembaga pengelola zakatseperti BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, danLAZ. Artinya, keberadaan LAZ yang sudah ada saat ini tidakdimatikan, melainkan tetap dapat berfungsi dan dilindungi.Selanjutnya, Didin menambahkan,
 "Untuk mengonfirmasi hal tersebut (tuduhan dari Komaz,pen.), sebenarnya dugaan terhadap sentralisasi di tanganBaznas tidaklah tepat. Dalam UU No 23 tahun 2011tidak ditemukan kata sentralisasi secara khusus. Yangsedang dilakukan adalah proses integrasi an tara lembagapengelola zakat. Sedangkan di dalam proses integrasi itumembutuhkan koordinator,"
 Senada dengan ungkapan tersebut adalah penielasan dariketua BAZNAS Didin Hafidhuddin yang dimuat dalam MediaIndonesia (21/9/2012);
 kekurangan. Sedangkan potensi zakat yang ada di daerahditangani dan dikelola oleh BAZNAS daerah dan juga LAZ.
 o- Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia
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 Kekhawatiran mengenai potensi kriminalisasi danpelemahan lembaga pengelola zakat yang sudah ada akibatlahirnya UU Nomor 23/2011, selain berlebihan juga perludirenung ulang. UU Nomor 23/2011 berupaya melakukanpenataan terhadap lembaga pengelola zakat yang sudah adasehingga potensi zakat dapat terhimpun secara maksimal. Olehsebab itu, tidak terdapat sarna sekali semangat di dalam UUNomor 23/2011 tersebut untuk melemahkan atau membunuhkeberadaan lembaga penghimpun zakat yang ada di masyarakat.
 Lalu, bagaimana dengan masjid-rnasjid atau sekolahsekolah yang selama ini telah terbiasa melakukan penghimpunanzakat? Kondisi tersebut sama sekali tidak menyalahi UndangUndang. Dalam konteks penataan pengelolaan zakat, institusiinstitusi masyarakat yang selama ini melakukan penghimpunanzakat dapat memosisikan did sebagai Unit Pengumpul Zakat
 C. Unit Pengumpul Zakat(UPZ)
 sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah, ataupun yangdibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah, untukmengelola pelaksanaan ibadah zakat. Fatwa ini mengindikasikanbahwa tidak bisa sembarangan orang mengklaim dirinya sebagai'amil, apalagi 'amil ini hanya muncul setahun sekali, yaitu dibulan Ramadhan saja. Sehingga, ini akan mereduksi edukasipublik mengenai 'amil yang harus profesional dan bekerja penuhwaktu. Bukan hanya bekerja secara asal-asalan, terlebih ketikaorientasinva hanyalah sekadar untuk mendapatkan uang.
 Fatwa MUI tersebut juga dapat digunakan sebagai penjelasbahwa tuduhan mengenai adanya potensi kriminalisasisangatlah tidak tepat. Norma hukum mengenai sanksi tersebutdibuat dalam rangka penataan dan agar tidak sembaranganorang menjadi amil karena dikhawatirkanakan melakukantindakan yang keluar dari prinsip-prinsip pengelolaan zakat.
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 (UPZ) untuk bekerja sarna dan/atau melakukan koordinasidengan BAZNAS atau LAZ.
 Menurut UU Nomor 23/2011, di dalamPasal16 disebutkanbahwa UnitPengumpulZakatdibentukolehBAlNAS, BAZNASProvinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pembentukan UPZtersebut dapat dilakukan pada instansi pernerintah, BadanUsaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri, dandapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan,bahkan di masjid-masjid dan majelis taklim.
 Dengan demikian, paling tidak terdapat dua hal yangpatut dijadikan catatan. Pertama, kenyataan adanya masjidmasjid atau sekolah-sekolah dan majelis taklim yang selama inimelakukan penghimpunan zakat dari masyarakat sama sekalitidak bertentangan dengan Undang-Undang. Bahkan jikamemungkinkan, institusi-institusi sosial tersebut dapat dijadikansebagai UPZ. Kedua, kalaupun kemudian masih terdapatbanyak muzakki yang langsung memberikan zakatnya kepadamustahik(direct zakat system), hal itu pun tidak bertentangandengan Undang-Undang. Hanya saja, jika kenyataan tersebutdibiarkan, visi dan misi zakat untuk mengentaskan kemiskinandan memberdayakan umat menjadi sulit terlaksana. Disinilahperlunya BAZNAS, LAl, dan juga masyarakat untukmelakukan pendidikan dan penyadaran publik agar animo danmotivasi berzakat melalui lembaga pengelola zakat resmi terusmengalami peningkatan.
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No Standard Kriterta Rujukan
 1 BAZNASa. Dibentuk oleh 1) Dibentuk oleh pemerintah Pasal5pemerintah 2) Lembaga pemerintah
 nonstruktural3) Bersifat mandiri4) Bertanggungjawab kepada
 Presiden melaluiMenteri5) Pelaporan dari pelaksanaan
 tugasnya diberikan kepadaPresiden melalui Menteri dankepada Dewan Perwakilan RakyatRI.
 b. Memiliki dan Tugas dan fungsi tersebutmencakup: Pasal7menjalankan 1) perencanaan pengumpulan, pendis- & dantngas kelem- tribusian, danpendayagunaan penjelasabagaanyang zakat: nnyajelas 2) pelaksanaan pengumpulan, pendis-
 tribusian, danpendayagunaanzakat:
 3) pengendalian pengumpulan,pendistribusian, danpendayagu-naan zakat: dan
 4) pelaporan dan pertanggungjawaban.pelaksanaan pengelolaan zakat.
 5) dapat bekerja sarna dengan pihakterkait, seperti Kementerian, BadanUsaha MilikNegara (BUMh,), ataulembaga luar negeri.
 c.Memiliki 1) Struktur organisasi BAZNAS Pasal8struktur dipimpin oleh seorang ketua dankelembagaan seorang wakil ketua
 2) Memiliki jumlah keanggotaansebanyak 11 (sebelas) orang. yangterdiri atas 8 (delapan) orang dariunsur masyarakatdan 3 (tiga)orang dari unsur pemerintah..
 Skema Standar dan Kriteria BAlNAS, LAl, dan UPl
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 d.Memiliki masa 1) 5 (lima).tahun Pasa19kepengurusan 2) Dapat dipilih kembali untuk satuyang jelas kali masajabatan
 e. Memiliki ke- I) Anggota BAZNAS diangkat dan PasrulOanggotaan de- diberbentikan oleh Presi den atasngan kriteria usul Menteri.yang sesuai 2) Anggota BAZNAS terdiri daridengan pera- unsur masyarakat yang terdiri darituranyang unsur ulama, tenaga profesional,berlaku dan tokoh masyarakat Islam di
 mana pengangkatannya dilakukaneleh Presiden setelah mendapatpertimbanganDPR-RI, sertaunsurpemerintahyang ditunjuk/diambildarikementerianlinstansi yangberkaitan dengan pengelolaanzakat,
 3) Kriteria spesifik anggota:a) warga negara Indonesia;b) beragama Islam;c) bertakwakepada Allah swr;d) berakhlak mulia;e) berusia minimal au (empat
 puluh) tahun; Pasal 111) sehatjasmaai dan rohani;g) tidak menjadi anggota parmi
 politik;h) memiliki kompetensi di
 bidangpengelolaanzakat; dani) tidak pemah dihukum karena
 melakukan tindak pidanakejahatan yang diancamdengan pidana penj ara palingsingkat 5 (lima) tahun.
 4) Dapat diberhentikan apabila:meninggal dunia, habis masajabatan, mengundurkan diri, tidakmelaksanakantugas selama 3 (tiga)bulan secara terus-menerus, atautidak memenuhi syarat lagi sebagaianggota.
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 f. Didukung oleh 1) BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Pasal15BAZNAS ring- Menteri atas usul gubemurkat Provinsi, setelah mendapatpertimbangan.BAZNAS ting- BAZNAS.kat Kabupa- 2) BAZNAS kabupatenlkotatenlKota dibentuk oleh Menteri atau
 pej abat yang ditunj uk atas usulbupati/walikota setelahmendapatpertimbangan BAZNAS.
 3) Jika gubemur ataubupatilwalikota tidakmengusulkan pembentukanBAZNAS provinsi atau BAZNASkabupaten/kota, Menteri ataupejabat yang dinmjukdapatmembentuk BAZNAS provinsiatau BAZNAS kabupatenlkotasetelah mendapat pertimbanganBAZNAS.
 2 LAZa. Lembaga pe- l) terdaftar sebagai organisasi Pasal17ngelola zakat kemasyarakatan Islam yang danPasalyang dibentuk mengelola bidang pendidikan, 18oleh masya- dakwah, dan sosial;rakat, 2) berbentukleDlbagaberbadan
 b. melaksanakan hukum;fungsi pengum- 3) n1endapatrekoDlendasi~pulan, pendis- BAZNAS;tribusian, pen- 4) memiliki pengawas syariat;dayagunaan 5) memiliki kemampuan teknis,zakat administratif: dankeuangan untuk
 c. mendapat izin melaksanakan kegiatannya;Menteri Agama 6) bersifat nirlaba;
 d. melakukan ko- 7) memiliki program untukordinasi dengan mendayagunakan zakat bagiBAZNAS kesejahteraan umat; dandalam. rangka 8) bersedia diaudit syariatdanmengeptimal- keuangan secara berkala.kan fungsipengelolaanzakat
 BABIIIKeniscayaan Struktur Kelembagaan Pengelolaan Zakat I
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 3 UPZDibentuk oleh 1) Dapat berada pada berbagai Pasal16BAZNAS instansi pelayanan publik, seperti
 kementerian.2) Dapat berada pada institusi sosial-
 keagamaan, seperti masjid dansekolah
 3) Dapat berada pada institusiekonomi, seperti perusahaan
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 Dalam teori politik, keberadaan negara merupakansuatu keniscayaan. Awal mula terbentuknyasuatu negara adalah, ketika kelompok-kelompok
 masyarakat yang berinteraksi satu sama lain memerlukan wadahbagi penyaluran kepentingan mereka secara bersama sehinggatidak ada kelompok masyarakat yang mendominasi demikiankuat serta sebagian lainnya teraniaya. Wadah yang kemudiandidefinisi sebagai negara itu merupakan sarana pengaturanbagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebabitu, konsep negara selalu terkait dengan kepentingan seluruhmasyarakat dan bukan masyarakat sebagai kelompok-kelompok.Dan akhirnya, keberadaan negara disepakati untuk mewujudkankebutuhan mendasar masyarakat, yaitu kesejahteraan secaralahir maupun batin.
 A. Menelaah Aspek-aspek Mendasar Pengelolaan Zakat
 MEKANISMEPENGELOLAAN ZAKAT
 BAB IV
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 Zakat dan Kesejahteraan Masyarakat
 Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tertuang padapembukaan maupun di dalam batang tubuhnya,kalimat"memajukan kesejahteraan umum" atau "rakyat miskin dananak terlantar dipelihara oleh negara" (Pasal 34 UUD 1945)merupakan amanah konstitusional kepada negara untukmenjamin kesejahteraan warganya. Negara memiliki tanggungjawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagikesejahteraan warga dan cara-cara praktis untuk mengangkatmartabat masyarakat.
 Sebagai negara dengan jumlah mayoritas muslim, Indonesiasebenarnya tidak hanya mengambil rumusan langkah-langkahstrategis dari konsepsi negara kesejahteraan (welfare state),melainkan juga dapat merujuk pad a konsepi dan paradigmakesejahteraan umat yang ada dalam ajaran Islam. Pada hal yangkedua inilah, para pemikir muslim meyakini bahwa di dalamprinsip dan ajaran Islam tentang zakatmengandung visi dan misikesejahteraan masyarakat. Kenyataan sejarah bertutur bahwapengelolaan zakat yang dipraktikkan sejak zaman RasulullahSAW menjadi bukti yang cukup kuat bagi upaya pembentukannegara dan warga negara yang bermartabat.
 Sisi tanggungjawab negara untuk menyejahterakanwarga negara ini menjadi salah satu dasar pemikiran UndangUndang tentang Pengelolaan Zakat. Zakat sendiri diyakinisebagai sumber ekonomi yang cukup besar bagi negara denganpenduduk mayoritas muslim yang sejumlah besar di antaranyatelah masuk kategori "wajib zakat". Akan tetapi, keyakinanterhadap potensi ekonomi yang terkandung di dalam zakatitu saja tidak cukup untuk mewujudkan pengelolaan zakatyang baik serta yang dapat mengantarkan kepada terwujudnyanegara kesejahteraan. Diperlukan kerjasama yang baik
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 antara masyarakat dengan negara dalam rangka menciptakankesejahteraan secara bersama-sama. Pada satu sisi, masyarakatmuslim adalah pihak yang merniliki kewajiban mengeluarkanzakat, di sisi lain negara memegang teguh amanah zakatuntuk dikelola demi kepentingan masyarakat pula. Inilahyang dimaksud oleh UU Pengelolaan Zakat dengan perlunyapengelolaan zakat secara komprehensif dan well managed, agardapat menjadi solusi alternatif bagi sumber-sumber pendanaanuntuk kesejahteraan masyarakat.
 Pengelolaan zakat tidak bermaksud membatasi keinginanmasyarakat untuk menunaikan ibadah zakat. Sebaliknya, UUmengajak masyarakat secara bersama-sama untuk mengelolazakat demi terwujudnya kehidupan sosial yang sejahtera.Kehadiran negara diperlukan manakala pelaksanaan kewajibanagama temyata berhubungan dan berpengaruh secara langsungterhadap kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, UU PengelolaanZakat mengatur aspek pengelolaan berikut mekanismenya,bukan pencegahan terhadap aspek penunaiannya. KeberadaanUU tersebut mengarahkan penunaian zakat kepada lembagapengelola zakat untuk didayagunakan demi tujuan zakat itusendiri.
 Aspek pengelolaan inilah yang menjadi titik tekanUndang-undang Nomor 23/2011 ini sebagaimana dinyatakandalam Pasal 1 UU ini bahwa pengelolaan zakat adalahkegiawn perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalampengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakae
 Sebagaimana telah diketahui, praktik penunaian zakatsecara langsung kepada masyarakat lebih dominan dan iatidak didesain dalam sebuah konsep pemberdayaan umat yangkomprehensif Meski bukan kekeliruan yang fatal, akan lebihefektif dan terukur kalau saja penunaian zakat masyarakat ini
 Mekanisme Pengelolaan Zakat I BABIV
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 1. Syariat IslamPengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam.Konsep dan mekanisme yang dipakai tidak boleh keluardari syariat Islam. Dalam berbagai literatur hukum Islamyang menguraikan tentang zakat, zakat merupakan suatukewajiban yang harus ditunaikan dan diditribusikan kepadasekelompok masyarakat yang telah ditetapkan di dalamalQur'an. Kemudian hadits Nabi SAW banyak menjelaskantentang hal-hal yang bersifat detail dari jenis, masa-waktu,jumlah (kadar), serta siapa yang boleh dan tidak boleh
 Prinsip ..prinsip Pengelolaan Zakat
 Kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai kernungkinan pembatasan untuk berzakat itu tampaknya lebihdidasarkanpada belum adanya pengetahuan dan pengalaman yang cukupmemadai tentang penunaian zakat yang lebih terkelola secarawell~managed. Juga, masih terdapat sebagian muzakki yangingin melihat dan mengetahui secara langsung pendistribusianharta zakat mereka sampai kepada yang berhak. Kenyataanbahwa mengetahui secara pasti hal tersebutmenumbuhkankepuasan mereka. Sebagian lainnva bertanva-tanva, apakahharta zakat yang disalurkan melalui lembaga pengelola zakatsudah didistribusikan dan kepada siapa diberikan.
 Untukmenjawab kekhawatiran tersebut, Undang-Undang23/2011 membangun prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yangharus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Asas-asas pengelolaanzakat itu an tara lain:
 didesain dalam sebuah konsep clan mekanisme pengelolaanzakat yang memiliki target konkretmeningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
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 4. KeadilanArtinya, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil.Apa yang dimaksud dengan adil di sini tidak hanya mencakupskala prioritas berdasarkan proporsinya, melainkan jugakemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mustahiksecara faktual.
 3. KemanfaatanApa yang dimaksud dengan asas kemanfataan di sini adalahbahwa pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikanmanfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Pengelolaanzakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatanpihak pengelola semata. Manfaat yang paling konkretdan terukur adalah, bilamana zakat dapat secara efektifmeningkatkan pendapatan ekonomi mustahik agar terbebasdari belitan kemiskinan.
 2. AmanahPengelola dan pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.Asas ini merupakan salah satu faktor yang mendasar bagipengelolaan zakat. Belum maksimalnya pengelolaan zakatsecara terlembaga disebabkan oleh belum tumbuhnyatingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada lembagalembaga pengelola zakat sehingga para muzaki lebih sukamendistribusikan zakatnya secara langsung kepada mustahik.Dengan adanya asas ini diharapkan dapat mendorong parapengelola zakat untuk melakukan upaya-upaya strategisdemi tumbuhnya kepercayaan masyarakat.
 menerima dan memberi. Syariat Islam telah memberikanbatasan-batasan yang cukup jelas mengenai hal-ihwal zakat.
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7. AkuntabilitasArtinya, pengelolaan zakat dapat dipertanggung-jawabkandan diakses oleh masyaraka t.Asas ini sanga t penting dan dapa tmendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembagapengelola zakat. Akuntabilitas mengandung kewajibankewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakantanggung-jawab yang telah dipercayakan kepadanya di manahasil dad kepercayaan itu dapat diperlihatkan kepada publikuntuk dinilai secara terbuka.
 6. TerintegrasiPengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalamupaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat. Hirarki pengelolaan zakat secarakelembagaan melibatkan lembaga pengelola zakat yangdibentuk secara legal oleh pemerintah dengan tetapmemerhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatifsatu sarna lain.
 5. Kepastian HukumDalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukumbagi mustahik dan muzaki. Kepastian hukum bagi mustahikberdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainnyaakan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkanzakat. Sementara bagi muzaki, terwujudnya ketenteramanbatin atas kepastian jaminan keabsahan zakat yang telahditunaikan. Zakat tersebut dapat digunakannya untukmengurangi besar beban pajak yang harus itanggungnya.Sedangkan bagi amil zakat, dengan asas kepastian hukum,pengelolaan zakat itu akan memperoleh legalitas dan jaminanperlindungan hukum yang semestinya.
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 Di dalam pasal tersebut, terdapat dua tujuan daripengelolaan zakat. Pertama, peningkatan efektifitas dan efisiensipelayanan. Apa yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensiadalah pendayagunaan sumberdaya untuk mencapai tarafhasil yang telah ditetapkan, Hubungan antara pendayagunaansumberdaya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantaraioleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:1. Ketersediaan teknologi pelaksanaan pekerjaan2. Ketersediaan struktur kelembagaan3. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni4. Terdapat dukungan kepada pelaksana pengelolaan zakat5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh
 mekanisme pengelolaan zakat.
 Tujuan Pengelolaan Zakat
 Dengan menerapkan asas-asas pengelolaan zakat,diharapkan dapat mencapai tujuan pengelolaan zakat itu sendiri.Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23/2011 dijelaskanbahwa pengelolaan zakat bertujuan:a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam
 pengelolaan zakat; danb. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
 masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
 Asas-asas tersebut merupakan amanat Undang-Undangdan harus dipenuhi oleh siapapun yang bergerak dalampengelolaan zakat. Sebagai asas, ia merniliki prinsip kewajibandan kriteria yang harus dipenuhi. Artinya, tanpa asas-asastersebut, penyelenggaraan pengelolaan zakat tidak dapatdilaksanakan.
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Mekanisme pengelolaan zakat sangat dipengaruhi olehmaksimal atau tidaknya prosespengumpulan zakat. Pada tahappemahaman norrnatif umat Islam hampir dipastikan mengertibahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban. Hanya saja,zakat yang sangat popular di tingkat masyarakat adalah zakatfitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan dan biasanyalangsung dibagikan kepada para mustahik. Sedangkan zakatharta (mal) belum begitu menjadi sumber ekonomi yangmemadai terbukti dari minimnya pencapaian potensi zakat diIndonesia.
 Selain karena kewajiban, prinsip penunaian zakat jugaberdasarkan pada kesadaran setiapmuslim.Oleh sebabitu, pihaklembaga pengelola zakat harus proaktif untuk mengingatkandan menggugah kesadaran umat Islam untuk menunaikan
 B. Pengumpulan: Mendiskusikan Kembali KategoriMasvarakat
 Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkankesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.Kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinanmerupakanprogramyangterusdiupayakandenganberbagaicara.Kemiskinandiyakinisebagaimomokpenghambat pembangunansekaligus penghambat proses kemajuan. Kemiskinan yang adadi Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasankemampuan masyarakat miskin dalam menjangkau sumbersumber ekonomi, atau ketidaktersediaan lapangan kerjayang memadai. Kemiskinan juga disebabkan oleh beberapahal, di antaranya: belum maksimalnya prioritas programpenanggulangan kemiskinan, belum optimalnya penggunaansolusi alteratif pendayagunaan sumber ekonomi, dan masihkuatnya budaya kemiskinan.
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 Persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dapat berlangsung secara optimal mengingatpengumpulan merupakan faktor mendasar pengelolaan zakat.Selain diperlukan startegi fundraising zakat sebagaimana telah
 Pasa123:(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat
 kepada setiap muzaki.(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
 Pasa122:Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZdikurangkan dari penghasilan kena pajak.
 Pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah penghasilankena pajak. Artmya, bukti setoran zakat muzaki dapat digunakanuntuk mengurangi pajak penghasilannya, sebagaimanadisebutkan pada Pasa122 dan Pasal 23.
 zakat. Penyuluhan, komunikasi, dan kegiatan fundraising zakatmenjadi tugas lembaga pengelola zakat agar terbuka motivasisetiap muslim untuk menunaikan zakatnva.
 Undang-Undang Nomor 23/2011 ini menjelaskan bahwasetiap muslim yang menjadi muzakki memiliki kewenanganuntuk menghitung sendiri zakatnya, kecuali jika tidak mampumenghitung maka ia dapat meminta bantuan kepada BAZNAS.Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 bahwa:(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan
 penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya,
 muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
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80
 dijelaskan pada bab sebelumnya, pihak pengelola zakat harusmelakukan pemetaan dan pendataan secara serius mengenaikategori masyarakat Indonesia. Pemetaan dan pendataanterse but dapat dilakukan melalui kerjasama dengan BadanPusat Statistik (BPS) atau lembaga lain yang concern di bidangpendataan kondisi kependudukan. Dalam konteks untukmemperoleh dan meraih target potensi zakat, pemetaan danpendataan tersebut lebih diarahkan pada kondisi kehidupanmasyarakat berdasarkan penghasilan atau pendapatan ekonomimereka. Dengan demikian, akan dapat diketahui siapa saja yangdapat digugah dan didorong kesadarannya untuk mengeluarkanzakat.
 Sejauh ini, terdapat beberapa hasil riset yang cukupmencengangkan mengenai kondisi kehidupan masyarakatIndonesia jika ditinjau dari pendapatan atau penghasilanekonomi mereka. Pertama, menurut Standard CharteredBank menyebutkan terdapat sekitar 4 juta orang mapan yangberpenghasilan Rp 240,500 juta per tahun di Indonesia. Kedua,Credit Suisse Research Institute (Credit Suisse Global WealthReport 2010) dan Merril Lynch Wealth Management, Bank ofAmerica dan Capgemini (Asia Pacific Wealth Report 2010)menyebutkan bahwa terdapat kurang-lebih 60 ribu miliarderIndonesia yang memiliki kekayaan sedikitnya USD 1 juta atauRp 9 miliar, yang mereka sebut dengan istilah high net worth.
 Hasil riset dari beberapa lembaga penelitian tersebut sangatmenarik untuk ditindaklanjuti, khususnya untuk mendapatkandata-data lebih detail mengenai siapa saja di antara milyarderdan jutawan tersebut yang terkategori muslim untuk dapatdidorong motivasinya mengeluarkan zakat.
 Selain daripada itu, kategori masyarakat Indonesia jugaperlu dipetakan berdasarkan standar kebutuhan ekonomi.Artinya, kategori penduduk berkekurangan secara ekonomi
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 Sejauh ini, pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakatlebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtifyaitu pendistribusiansecara langsung dalam rangka memberikanzakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya,pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajibansebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untukmemperluas manfaat dari zakat itu sendiri.
 C. Pendistribusian: Dari Konsumtif ke Produktif
 (fakir, miskin) juga harus menjadi perhatian. Terdapat beberapacara menentukan kondisi masyarakat miskin sebagaimanayang popular di kalangan ahli penelitian sosial-ekonomi. Adayang menggunakan metode garis kemiskinan berdasarkanpemenuhan kebutuhan dasar (makan dan minum), ada pulayang mendasarkan diri pada penelaahan terhadap penghasilanper kapita/hari, ada pula yang menggunakan pendekatanAnalisis Komponen Dasar (PCA) , yang memanfaatkaninformasi kepemilikan aset seperti kondisi rumah, fasilitasWClkamarmandi, dan lain-lain sebagai alternatif pencatatanpengeluaran konsumsi secara rinei dengan karakteristik yanglebih lokal.
 Berbagai pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan"standar kemiskinan" tersebut dapat menjadi pegangan awalsebagai rujukan metodologis dalam mendiskusikan kemiskinandi Indonesia. Apapun itu, satu hal yang sangat penting dalamproses dan metode menjelaskan kondisi kemiskinan adalahdengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama pengakuan,pengalaman, dan penjelasan mereka sendiri mengenai kondisihidup miskin. Dengan dernikian, pengumpulan zakat dapatdengan mudah direncakan dan diketahui sasarannya secaratepat.
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 Mekanisme tersebut; meskipun cukup gamblang dan dapatdipahami tetapi belum menyentuh pada hakikat dan tujuanpengelolaan zakat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraandan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, para pernikirIslam menganjurkan agar zakat didistribusikan dengan cara
 Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakatsebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenaizakat, pendisrribusian zakat itu dilakukan dengan beberapaketentuan, di antaranya:1. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat
 kepada masyarakat seternpat (loka!) sebelum ke wilayahlain.
 2. Pendistribusian secara merata dengan ketentuan:a. Didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak
 menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapaijumlah yang melimpah.
 b. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapangolongan yang telah ditetapkan.
 c. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golonganpenerima zakat yang membutuhkan penanganan secarakhusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagianzakat kepada beberapa golongan tersebut.
 d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golonganpertama yang menerima zakat.
 3. Membangun kepercayaan an tara pemberi dan penerimazakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinandan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orangyang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakanhal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yangmengetahui keadaan penerimazakat yang sebenarnya.
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Yusufal-Qardhawi (1997), dalam bukunya yang fenomenalFiqh Zakae, berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkanmembangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari
 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25/dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikanprinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
 menggeser dan mengalihkan pola-pola pendistribusian secarakonsumtif ke pendistribusian secara produktif dan investarifPendistribusian zakat secara konsumtif, baik secara langsunguntuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupunsekadar mengatasi persoalan ekonomi rnustahik dinilai sulituntuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Penyebabnyaadalah, orientasi distribusi zakat secara konsumtif tersebutlebihsekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasarmustahik atau memenuhi kebutuhan peningkatan sumber dayamanusia secara minimal. Pendistribusian model ini hanya tepatjika dilakukan dalam kondisi yang mendesak,yaitu pada saatmustahik membutuhkan pemecahan masalah ekonomi sertatidak dapat menunggu waktu Iebih lama.
 Oleh sebab itu, pendistribusian zakat didorong ke arahyang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhandan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusiansecara produktif diberikan baik dalam bentuk berbagai saranausaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosialjangka panjang yang menguntungkan. Meskipun dernikian,pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkanskala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dankewilayahan.
 Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-UndangNomOI 2312011:
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uang zakat di mana kepemilikan dan keuntungannya dapatdiperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akanterpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.
 Pendistribusian zakat yang bersifat produktif juga harusdibarengi dengan pembinaan dan pendampingan kepadapara mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan denganbaik. Di sinilah letak pentingnya keberadaan BAZNAS atauLAZ melakukan pembinaan dan pendampingan kepada paramustahik dalam kegiatan usahanya, termasuk juga memberikanpembinaan untuk meningkatkan kualitas mental dan spiritualkeagamaan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha sertadalarn pergaulan hidup bersama.
 Pola distribusi zakat secara produktif dapat mengambilskema qardul hasan atau mudharabah. Pola qardul hasanmerupakan salah satu bentuk pinjarnan yang menetapkantidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokokpinjaman. Narnun jika si peminjam dana tersebut tidak mampumengembalikan pinjaman pokok tersebut, si peminjam tersebuttidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya mengembalikanpinjaman, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.
 Sementara distribusi zakat secara produktif dengan skemamudharabahberarti lembaga pengelola zakat membuat terobosandengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan danahasil pengumpulan zakat kepada mustahik sebagai peminjamdana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalianyang dibayarkan menu rut kesepakatan. Hasil keuntungan dariusaha tersebut dikembangkan dan diperluas bagi mustahik yanglain sehingga terdapat pemerataan bagi usaha produktif yangmenguntungkan.
 Pendistribusian zakat secara produktif perlu dilakukandengan langkah-langkah yang tepat agar dapat rnencapaisasaran secara tepat guna. Zainur Rahman (2011) menjelaskan
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 Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kemiskinan diIndonesia bukan semata-rnata disebabkan oleh keterbatasankernampuan masyarakat miskin dalam menjangkau sumbersumber ekonomi, atau ketidaktersediaan lapangan kerjayang memadai. Kemiskinan juga disebabkan oleh beberapahal, di antaranya: belum maksimalnya prioritas programpenanggulangan kemiskinan, belum optimalnya penggunaansolusi alteratif pendayagunaan sumber ekonomi, dan masihkuatnya budaya kemiskinan.
 Program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkanoleh pemerintah sudah cukup banyak dengan jum1ah anggarandana yang tidak sedikit. Tahun 2012 misalnya, alokasi anggaranuntuk kesejahreraan sosial mencapai 47,8 triliun yang terdiriatas alokasi anggaran bantuan sosia1 yang disalurkan melaluiberbagai Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar RP 43,8triliun, alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alamsebesar Rp 4 triliun, dan alokasi dana dalam rangka menjagakeberlanjutan berbagai program penanggulangan kemiskinan,
 D. Pendayagunaan: Orientasi Penanggulangan Kemiskinan
 ~ Pengelompekan...,.... mustahik
 Pendataanseeara alrural
 Pemberiaa ::::Ja Pemberian danapelatihan dasar p:
 Bagan Distribusi Zakat
 bahwa terdapat beberapa langkah pendistribusian zakat secaraproduktif, yang dapat digambarkan pada skema berikut.
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 2. Muneul dan berkembangnya pranata-pranata hutangmenghutang, gadai-menggadai, tolong menolong diantara sesama tetangga seeara spontan maupun melaluiarisan ataupun perkumpulan-perkumpulan sejenis, tidak
 1. Kurang atau tidak efektifnya partisipasi dan integrasigolongan miskin dalam pranata-pranata utama yang adadalam masyarakat luas. Sebabnya adalah karena lingkungankemiskinan dan kekumuhan yang disebabkan oleh langkanyasumberdaya ekonomi, menghasilkan adanya segregasi dandiskriminasi, ketakutan, keeurigaan dan apatis. Ini semuamenghasilkan adanya jarak sosial an tara mereka denganmasyarakat luas.
 seperti program PNPM adalah sebesar Rp 10 triliun. Anggarantersebut diambil dad pendapatan negara dengan porsi terbesardari pendapatan pajak. Harus diakui bahwa sejumlah anggarandana penanggulangan kemiskinan tersebut belum sepenuhnyamampu untuk mendorong suksesnya program penanggulangankemiskinan.
 Di samping itu, belum optimalnya program penanggulangankemiskinan juga diakibatkan oleh minimnya solusi alternatifpendayagunaan sumber ekonomi nonpajak atau sumberdana lainnya. Sumber ekonomi seperti zakat yang potensinyamencapai ratusan triliun rupiah belum didayagunakansecara maksimal sehingga belum dapat membantu programpenanggulangan kemiskinan di Indonesia seeara memadai.
 Sementara itu, kemiskinan juga berkembang menjadibudaya masyarakat. Artinya, budaya kemiskinan eenderung'rnewaris' dalam kehidupan masyarakat miskin dari generasi kegenerasi berikutnya. Oscar Lewis (1984) menjelaskan bahwabudaya kemiskinan dapat dilihat dengan ciri-ciri:
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4. Wanita, lebih khusus lagi, diperlakukan bukan hanyasebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai penghasilnafkahbagi kelangsungan hidup rumah tangga. Anakbukan hanya sebagai besaran ego yang diperlakukan sebagai
 3. Adanya seruacam pernberontakan rersembunyi terhadapdirimereka sendiri maupun terhadap masyarakat, tetapidi lain pihak juga ada sikap-sikap pasrah dan masa bodohterhadap nasib yang mereka jalani maupun terhadap merekayang dianggap mempunyai kekuasaan sosial dan ekonomi.Karenaitu dengan mudah mereka itu menjadi penurut dantunduk kepada petunjuk-petunjuk dan perintah-perintahtetapidenganmudahmerekaitujugalupaataumelupakannyabila dianggap terlalu ruwet dan hanya menyulitkan diriserta tidak ada keuntungannya untuk diikuti. Sikap sepertiini juga menghasilkan sikap tidak peduli atau masa bodohkepada orang lainnya, termasuk tetangganya, dan hanyamemikirkan kepentingan diri sendiri.
 adanya kesetiaan kerja terhadap satu jenis pekerjaan yangditekuniatau dengan kata lain cenderung untuk mudahpindah pekerjaan mengerjakan pekerjaan rangkap asalmenguntungkan. Spekulasi atau untung-untungan jugamenjadi salah satu ciri dari kebudayaan miskin. Karenaitujenis pekerjaan yang biasanya mereka tekuni adalah disektor informal. Sektor ini memudahkan mereka untukberganti bidang kegiatan yang tidak harus mendapatpengesahan hukum untuk melakukannya dan yang tidakharus memanfaatkan pranata-pranata atau fasilitasfasilitas yang berlaku dalam masyarakat luas, dan yang padahakekatnya bersifat untung-untungan yang keuntungannyalangsung dapat dihitung seketika itu juga.
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 Abdul Kholiq (2012) menyatakan bahwa modelpendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomimasyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakatuntuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri.Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembanganmodal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usahamikro baru yang prospektif. Selain itu, program tersebut jugadibarengi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagaipendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan
 Kondisi kemiskinan tersebut harus ditanggulangi secaracermat dan efektif agar dapat terwujud kehidupan masyarakatyang bermartabat. Pendayagunaan zakat yang dilakukan olehlembaga pengelola zakat harus dirumuskan dalam programprogram untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan.Hal tersebut juga secara tegas dijelaskan dalam Undang- UndangNomOI 23/2011 renrang Pengelolaan Zakat.
 Pasal 27 menyebutkan:(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif
 dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan_uualitas umat.
 (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhandasar mustahik telah tetpenuhi.
 mainan unruk disayangi tetapi juga membantu atau tenagakerja pencari nafkah orang tua. Anak juga diperlakukansebagai rasa amandan kevakinan diri serta sebagai sandaranmasa depan kesejahteraan hidup mereka di hari tua.Tetapi, bersamaan dengan itu anak juga diiadikan sasaranpelampiasan frustasidan keputusasaan, Karena itu anak jugacepat menjadi dewasa baik secara mental maupun seksual.
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tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalammengatasi masalahnya.
 Proses pendayagunaan zakat untuk pemberdayaanekonomi umat meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 1)Pendaftaran calon penerima bantuan; 2) Survei Kelayakan;3) Strategi Pengelornpokan; 4) Pendampingan; 5) Pembinaansecara berkala; 6) Melibatkan mitra pihak ketiga; 7) Pengawasan,Kontrol dan Evaluasi.
 Program-program pendayagunaan zakat untukpemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomibagi mustahik. Tetapijuga dampak sosial dan spiritual. Tindakanini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritasdi antara warga miskin. Begitu juga strategi pengelompokanpenerima bantu an zakat dalam kelompok-kelompok aktifitaskeagamaan akan mendorong warga merniliki ketahananmental-spiritual, Hal dernikian selaras dengan strategipengentasan kemiskinan yang selama ini hendak diterapkanoleh pemerintah, yaitu : 1) strategi peningkatan pendapatanmelalui peningkatan produktifitas, 2) strategi penguranganbeban, melalui pengurangan beban kebutuhan dasar sepertipendidikan, kesehatan dan sebagainya, 3) strategi peningkatankepedulian dan kerjasama stakeholders dalam membantumasyarakat miskin.
 Program pendayagunaan zakat untuk penanggulangankemiskinan akan semakin optimal apabila sinergi antarapemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat terjadidengan baik. Sinergi tersebut perlu dibangun terus-menerusserta diperkuat demi tujuan pengelolaan zakat itu sendiri. Sinergitersebut, menurut Abdul Kholiq (2012) dapat digambarkandalam bagan berikut.
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 Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya memfokuskandiri pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaansemata. Ia harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenangdan juga kepada publik secara terbuka. Hal ini disebabkankarena pengelolaan zakat merupakan mekanisme kerja yangmelibatkan kepentingan dan kebutuhan publik dalam bentukpenyerahan sebagian harta masyarakat yang harus dikelola.
 Pelaporan yang dilakukan, paling tidak diarahkan padaproses dan hasil pengelolaan zakat, serta laporan keuangan yangsecara umum meliputi: laporan realisasi anggaran, neraca, dancatatan atas laporan keuangan. Pelaporan tersebut digunakanbertujuan untuk:1. membantu memenuhi kewajiban para pihak pengelola zakat
 untuk menjadi akuntabel secara publik;
 E. Pelaporan: Menuju Transparansi dan Kepuasan PublikZakat
 t .Visi,Misi&Program Kerja
 ~ ..Program/strategilkebijakan! regnlasi pengentasan
 kemiskinanLembaga
 Pengelola Zakat
 ZakatuntukPemberdayall.J1r
 ~ .Pemerintah
 Karitarif !+~Pendayagunaan
 Zakat
 Alaran NormatifZakat
 Fasilitas"iDatabase kemiskinan,penyebaran masyarakat
 miskin, regulasi: ..1
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 Pelaporan sumber daya secara publik merupakanpemenuhan tuntutan tatakelola masa kini yang terkait denganpenegakangoodgovemance. Oleh sebab itu, pengelolaan apapunjika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik,harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal tersebutbukan hanya disebabkan oleh adanya kesetaraan hubunganantara pihak pengelola sumber daya dengan masyarakat,melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaanpengelolaan secara amanah. Terlebih dengan munculnyaberbagai peraturan hukum yang mengatur ten tang keterbukaaninformasi, pihak-pihak yang melakukan pengelolaan sumberdaya publik dituntut untuk memberikan informasi secaraterbuka.
 Hal ini juga merupakan konsekuensi dari tuntutanpenegakan negara demokratis.Transparansi dan akuntabilitasmerupakan bagian dari prinsip pengelolaan yang dituntutmasyarakat.Transparansi merupakan suatu kebebasan untukmengakses aktivitas para pengelola zakat berikut keputusankeputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholders(muzaki, donatur, rnasvarakat luas) dapat melihat struktur danfungsi pengelolaan zakat, tujuan dari kebijakan dan proyeksifiskal, serta laporan pertanggungjawabannya.Akuntabilitas
 2. membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan(muzaki, masyarakat luas) yang mempunyai keterbatasankewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber dayauntuk memperoleh inforrnasi dan oleh sebab itu merekamenyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting;
 3. membantu para pengelola zakat untuk mendapatkankepercayaan publik; serta
 4. membantu para pengelola zakat untuk menumbuhkankepuasan publik, khususnya muzaki.
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 mengandung arti pertanggungjawaban yang terukur ataspilihan-pilihan dan tindakan-tindakan para pengelola zakat.
 Tuntutan terhadap akuntabilitas sendiri muncul sebagaireaksi atau jawaban terhadap persoalan information asymmetry(asimetri informasi)-yang menganggap telah terjadi kesenjanganinformasi antara pihak manajemen yang mempunyai akseslangsung terhadap informasi dengan pihak konstituen ataumasyarakat yang berada di luar manajemen.Kondisi tersebutmengakibatkan masyarakat sulit menjangkau informasi yangmereka butuhkan sehingga-dengan itu-sulit pula melakukankontrol terhadap penyelenggaraan tatakelola.
 Sedangkan transparansi dibangun atas dasar kebebasanmemperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik seharusnyadapat diperoleh secara langsung oleh yang mernbu tuhkannya.Dalam konteks pengelolaan zakat, transparansi mengisyaratkanbahwa pelaporan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dandapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas para pengelolazakat adalah dalam rangka menjalankan amanat publik.
 Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitasmeupakan pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan zakatdati pihak pengelola zakat, terutama masalah keuangan,kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media, berupapenyajian pelaporan yang dapat diakses oleh berbagai pihakyang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhakmengetahui informasi tersebut.
 Informasi tentang pelaporan hasil pengelolaan zakat yangdiperoleh oleh masyarakat memiliki beberapa manfaat penting,di antaranya:1. Meningkatkan akuntabilitas para pengelola zakat dan
 menunjukkan did sebagai lembaga yang amanah danbertanggung jawab.
 0-- Standarisasi Ami! Zakat Di Indonesia
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 Pasa129 menyebutkan:(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan
 laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah,dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZN ASprovinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
 Akuntabilitas dan transparansi laporan hasil pengelolaanzakat tidak cukup dengan pemenuhan kewajiban menyampaikanlaporan semata, melainkan juga sejauhmana aksesibilitaspublik terhadap pelaporan tersebut. Dengan pengertian lain,akuntabilitas yang efektif sangat tergantung kepada aksespublik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporantemuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasiyang terbuka, akses ini dapat diberikan dan disampaikan melaluimedia, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, clanwebsite (internet); dan forum yang memberikan perhatianlangsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas parapengelola zakat terhadap masyarakat.
 Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkanbahwa pelaporan hasil pengelolaan zakat merupakan suatumekanisme yang wajib dilakukan oleh lembaga pengelolazakat. Kata-kata "wajib" sebagaimana diatur di dalam UndangUndang tersebut meniscayakan adanya sanksi bagi pelanggaranterhadap ketentuan tersebut.
 2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas para pengelolazakat.
 3. Dapat memfasilitasi penilaian posisi keuangan denganmenunjukkan semua sumber clavaclan kewajiban.
 4. Memberikan informasi yang lebih luas ketika dibutuhkanuntuk pengambilan keputusan.
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 Selain zakat, lembaga pengelola zakat (BAZNAS danLAZ) dapat menerima dana, dana filantropi yang lain seperti
 F. Sedekah dan Infak: Sisi Lain Pendayagunaan Harta
 Yang dimaksud pelaporan hasil pengelolaan zakat adalahpelaporan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, keuangan, pertanggungjawaban,dan pengawasan keuangan pengelolaan zakat. Oleh sebab itu,untuk dapat membuat pelaporan yang akuntabel dan transparan,pengelolaan zakat harus dilakukan secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Jika pengelola zakatmampu menyajikan pelaporan yang transparan dan akuntabel,dipastikan publik akan puas dan semakin percaya untukmenyalurkan zakat mereka kepada lembaga-lembaga pengelolazakat.
 (2) BAZNAS provmSl wajib menyampaikan laporanpelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dandana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS danpemerintah daerah secara berkala.
 (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaanpengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosialkeagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintahdaerah secara berkala.
 (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaanpengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosialkeagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
 (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melaluimedia cetak atau media elektronik.
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 infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya. Artinya,kedudukan lembaga pengelola zakat sangat terbuka dan tidakmembatasi diri pada pengelolaan zakat semata, melainkan jugadapat mengelola dana-dana sosial keagamaan lainnya yangdicatat dalam pembukuan tersendiri agar tidak bercampurdengan pencatatan pengelolaan zakat. Hal tersebut pentingdilakukan karen a sifat dan ketentuan mengenai zakat daninfak/sedekah merniliki perbedaan khusus.
 Dalam Islam, infak dan sedekah sangat dianjurkan bamuntidak sampai pad a tahap wajib seperti halnya zakat. Teks anjuraninfak dan sedekah banyak bertebaran di dalam Al-Qur'anmaupun hadits Rasulullah SAW Dengan melakukan infak dansedekah, paling tidak terdapat beberapa hikmah yang dapatdiraih, di antaranya: pertama, anjuran tersebut memberikankesempatan bagi umat Islam yang kondtst hartanya tidaksampai pada kadar zakat, tetapi karena kemauannya untukmembelanjakan sebagian hartanya pada kebaikan maka infakdan sedekah merupakan jalan untuk mendapatkan kebaikan.Kedua, infak dan sedekah tidak terbatas dalam bentuk hartasemata, juga dapat berupa perbuatan baik yang dianjurkan.Ketiga, anjuran tentang infak/sedekah-yang tidak harusberbentuk harta-itu memungkinkan bagi orang miskin untukmelakukan kebaikan yang pahalanya pun setara dengan infak/sedekah dalam bentuk harta.
 Ulama sepakat bahwa infak dan sedekah bukan saja amalkebaikan yang sangat dianjurkan dan untuk mendapatkanpahala dari Allah SWT, melainkan juga untuk membantusesama umat manusia. Prinsip saling tolong di antara sesamamanusia inilah yang memperoleh ruang luas dalam Islammaupun peraturan hukum untuk dikelola dengan baik.
 BABNMekanisme Pengelolaan Zakat I
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa di antaratujuan pengelolaan zakat adalah untuk mewujudkankesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.Sejauh ini, program penanggulangan kemiskinan kerapmenghadapi kendala, antara lain, luasnya masalah kemiskinan,penanganan kemiskinan tidak integral dan ego sektoral kuat,tidak melibatkan dan memberdayakan (empowering) orang
 G. Kedudukan Masyarakat dalam Lingkaran PengelolaanZakat
 Infak dan sedekah merupakan kesempatan yang diberikankepada umat Islam agar sebagian hartanya dibelanjakan untukkepentingan umum. Pasal tersebut mengatur pendayagunaaninfak dan sedekah harus disesuaikan dengan ikrar yangdisampaikan oleh pemberi, kecuali jika si pemberi membebaskanpengelola untuk mendayagunakannya. Itulah sebabnya, pasaltersebut juga memberikan arahan agar infak dan sedekahdicatat dalam pembukuan tersendiri dan dibedakan denganpendayagunaan zakat.
 Pasa128 Undang-Undang Nomor 23/2011 menyebutkan:(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat
 menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaanlainnya.
 (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dandana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dandilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan olehpemberi.
 (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaanlainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
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 Zakat Community DevelopmentDari sekian faktor yang ada, masyarakat yang terkait
 dengan orientasi pengelolaan zakat terbagi menjadi dua:masyarakat pemberi (muzaki, donatur) dan masyarakat penerima(mustahik). Kedua kelompok masyarakat rersebut memilikiposisi yang cukup penting dalam upaya mewujudkan tujuanpengelolaan zakat. Bertolak dari pengelolaan zakat sebelumnyayang sekadar memenuhi kewajiban menunaikan ajaran Islamsemata, pengelolaan zakat rnasakini harus digeser ke arah upayapemberdayaan (empowerment). Pemberdayaan pun bukan lagimenurut konsep dan praktik sebagaimana yang terjadi padamasa lalu yang mem.andang masyarakat rniskin sebagai objek,tetapi mereka harus ditempatkan sebagai subjek,
 Pemberdayaan itu dapat didefinisikan sebagai suatuupaya untuk membuat masyarakat miskin mampu memperluaskapasitas mereka dalam mengembangkan strategi kehidupannyasehingga dengan kapasitas itu mereka dapat hidup secarasetara dengan masyarakat lain. Oleh sebab itu, pernberdavaanjuga merupakan proses transformasi, yaitu mengubah kondisimasyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dad sebelumnya,Setiap upaya transformasi masyarakat selalu membutuhkantiga hal, yaitu perangkat (hak, sumberdaya, kapabilitas, dankesempatan), proses (analisis, pernbuatan keputusan, tindakan),dan tujuan (kemampuan masyarakat mengendalikan kondisihidup mereka sendin).
 miskin, peraturan tidak memihak orang miskin, kemiskinandilihat sebagai masalah modal dan keterampilan sernata.
 BABIVMekanisme Pengelolaan Zakat I
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Dengan memastikan posisi dan kedudukan masyarakatsebagai subjek pemberdayaan, pengelolaan zakat harus dimaknaisebagai proses pengembangan masyarakat berbasis zakat (ZakatCommunity Development). Konsep ini merniliki dua pengertiandasar, yaitu: pertama, proses pembangunan di mana masyarakatberinisiatif memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki situasidan kondisi sendiri. Kedua, kegiatan untuk memperbesar aksesmasyarakat secara sosial-ekonomi-budaya yang lebih baikdibandingkan dengan sebelumnya.
 Merujuk pada pengertian tersebut, pengelolaan zakatuntuk percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukandengan mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat dariyang bersifat top-down dan menempatkan masyarakat sebagaiobjek menjadi partisipatif dengan bertumpu pada kekuatan dansumber-sumber daya lokal. Pembangunan masyarakat untukpenanggulangan kemiskinan yang tidak berbasis komunitas dankeluarga miskin itu sendiri akan sulit berhasil.
 Oleh sebab itu, terdapat beberapa kondisi untuk
 ................' :
 I' ""\ I' , I' '\Perangkat Proses Tujuan (ends):(means): (processes): Kemampuan
 Hak (rights), Analisis masyarakat:+ sumberdaya r-+ (analysis), I..... mengendalikan h
 (resources), Pernbuatan kehidupan .kapabilitas '- ./ mereka sendiri
 (capabilities), Indivi Kelo
 "kesemnatan du mnok -,
 Bagan pemberdayaan untuk transformasi(Andrew Berlett, 2004)
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 membentuk pembangunan masyarakat berbasis zakat, yaituberbasis masyarakat (community based), berbasis sumberclayasetempat (local resources based), berbasis riset (reserach based),clan berkelanjutan (sustainable). Pacla prosesnya, masyarakatdiajak untuk mengenali beberapa persoalan yang menjaclikankemiskinan itu sebagai lingkaran hidup mereka yang tidakberkesudahan. Persoalan-persoalan yang perlu dikenalitersebut adalah a) psikologi kemiskinan atau keyakinanmental tidak mampu mengatasi dan keluar dari hidup miskin,b) budaya kemiskinan atau sikap dan perilaku hidup miskinyang terwariskan dari generasi ke generasi, dan c) personalisasikemiskinan atau keyakinan dan mindset individu yang tidakmampu mengubah kondisi dirinya.
 Dengan mengenali persoalan kemiskinan tersebut,masyarakat juga diajak untuk melakukan upaya intervensidalam penanggulangannya. Intervensi tersebut berupaintervensi struktural, intervensi kultural dan intervensiindividual, Pertama, intervensi struktural merupakan keterlibatan para pihak, khususnya para pembuat dan pengawalkebijakan untuk memengaruhi dan mengubah tatanan yangmembentuk struktur kehidupan masyarakat. Intervensistruktural ini biasanya dilakukan dengan cara membuka aksesorang miskin terhadap pendidikan, kesehatan, perurnahan,sanitasi, peningkatan keterampilan, enterpreunership, peluangkerja, dan sebagainya.
 Kedua, intervensi kultural aclalahupaya untuk mengubahtatanan budaya masyarakat yang melanggengkan kemiskinan.Intervensi ini biasanya dilakukan dengan cara mengubahtatanan nilai yang rnasih mengedepankan sikap malas, tidakmernilikiperencanaan hidup, tidak dapat menunda kesenangan,dan tidak memiliki orientasi mengubah tarafhidup.
 Mekanisme Pengelolaan Zakat I BABIV
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 Sementara keriga, intervensi individual merupakanupaya yang dilakukan untuk mengubah sikap, perilaku danmindset individu yang merasa tidak dapat keluar dari lingkarankemiskinan. Intervensi ini perlu dilakukan agar setiap individumemiliki kepercayaan diri dan berkembang menjadi individuyang bermartabat.
 Undang-Undang Nomor 23/2011 tentang PengelolaanZakat ini memberikan ketentuan mengenai peran sertamasyarakat dalam seluruh mekanisme pegelolaan zakat dalambentuk pembinaan dan pengawasan. Artinya, masyarakatmemiliki kesempatan dan peluang untuk melakukan prosesproses pemberdayaan melalui berbagai program dan kegiatanyang dicanangkan oleh pernerintah maupun lembaga pengelolazakat.
 Pada tahap inilah lembaga-lembaga pengelola zakat harusmelibatkan masyarakat dan menjadikan mereka sebagai subjekdan mitra yang sejajar dalam proses pengelolaan zakat. Lembagapengelola zakat dapat melakukan program pemberdayaanyang dapat mengubah orientasi hidup mereka sesuai dengantujuan pengelolaan zakat. Bagi para muzaki dan donatur,pemberdayaan ditujukan untuk memotivasi mereka agarmenyalurkan sebagian hartanya ke lembaga pengelola zakatdan terus membelanjakan sebagian harta yang mereka milikiuntuk tujuan sosia1. Sedangkan bagi mustahik, pemberdayaandilakukan dengan tujuan untuk mengubah kehidupan merekamenjadi lebih baik dan setara dengan masyarakat yang lain.
 • -- Standarisasi Amil ZakatDi Indonesia
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 Zakat sebagai salah satu prinsip mendasar (rukun)dalam Islam merupakan pilar yang ditempatkan olehAllah SWT dengan tujuan yang tidak sederhana. Ia
 merupakan ajaran Islam yang memiliki dua dimensi: ilahiyah dansosial. Dimensi ketuhanan (ilahiyah) digambarkan zakat untukmencerminkan keimanan seseorang terhadap ajaran Islam yangdiyakini. Dengan pengertian lain, seorang muslim yang telahmenunaikan zakat berarti telah memenuhi kewajibannya untuktaat kepada Allah SWT melalui kepatuhannya menunaikanzakat. Sementara dimensi sosial lebih mengarah pada upayapemberdayaan masyarakat yang tidak mampu atau juga pihakpihak khusus yang perlu mendapat perhatian lebih, baik secaraekonomi maupun sosial sehingga mereka dapat meningkatkankualitas kehidupannva melalui zakat.
 Misi sosial Islam yang terkandung dalam zakat tersebutdalam praktiknya. menjadi beban dan tanggung sebagianmasyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Misi
 A. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat
 PEMBINAAN, PENGAWASAN DANSANKS I
 BABv
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 1. Memahami dalil-dalil agama dalam carapandang sosialwalaupundaliltersebutbertuturtentangpersoalanindividual.
 zakat mendorong setiap orang untukmemenuhi kebutuhandan tuntutan yang berorientasi sosial. Meskipun dalampelaksanaannya dapat dilakukan oleh beberapa anggotamasyarakat, terutama mereka yang mampu dan memilikikelebihan harta, tetapi pada hakikatnya akan menyentuhseluruh elemen masyarakat dan dianggap sebagai bentuktanggung jawab kolektif Tanggung jawab individu berdimensikolektif itulah yang ingin diwujudkan oleh pemerintah melaluipembentukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.
 Undang-Undang Nomor 23/2011 mengamanatkan kepadaumat Islam untuk mengelola zakat dengan baik dan benar sertasecara adil dan merata. Istilah "baik dan benar" serta "adil danmerata" merupakan konsep penting dan hams dipahami secarakolektif oleh umat Islam agar pengelolaan zakat itu dapatmencapai target pemberdayaan umat.
 Sebagaisuatu peraturan hukum yang "baru" ,ia memerlukantahapan pemahaman hingga mencapai seluruh masyarakat.Pemahaman mengenai substansi peraturan hukum tersebutbukan hanya diperuntukkan bagi lembaga pengelola zakat yangsudah ada, juga bagi masyarakat luas sehingga antara pihakpengelola zakat dan masyarakat terjadi sinergi pemahaman yangpada akhirnya akan mempermudah keterlaksanaan pengelolaanzakat di masyarakat. Zakat yang tidak sedikit dipahami sebagaiajaran agama berdimensi ketuhanan pada akhirnya jugadipahami sebagai ajaran agama berdimensi sosial.
 Konsep ini pula yang sempat diuraikan oleh Kuntowijoyo(1993: 283~285) yang menawarkan lima kondisi yang dapatmenunjang upaya mengaktualkan kembali ajaran Islam kepadatataran riil kehidupan masyarakat, yaitu:
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 5. Menerjemahkan ajaran Islamyang bersifat umum ke dalamwilayahyang lebih spesifikdan empirik. Misalnya,kecaman
 4. Memahami ajaran Islam secara historis, bukan a-histotis,yaitu memahami kisah masa lalu dalam rangka menemukanrefleksinyadimasakini dan masayangakan datang. Kategorimustadh 'afin, 'amiliina 'alaiha, bukan hanya dipahamimenurut kisah masa lalu melainkan juga direfleksikanpada masa kini dengan konteks yang lebih luas tanpa haruskehilangan spiritnya.
 3. Mengembangkan dalil-dalil agama dari cara pandangnorrnatif kepada cara pandang teoritis. Konsep norrnatifmegenai fakir atau miskin yangmenjadi sasaran zakat tidakhanya dilihat dalam kontek lahiriah semata, melainkandieksplorasi secara komprehensif sehingga dapat diketahuiidentifikasi yang lebih jelas dan terukur mengenai kategorifakir atau miskin atau pihak lain yang patut menjadi sasaranpendayagunaan zakat,
 2. Memahami dalil-dalil agamake arah yang lebih obyektifdantidak hanya bersifat subvektif Orientasi zakat, sebagaimanadijelaskan sebelumnya bukan hanya sebagai saranapembersih harta dan penyucian jiwa seseorang, melainkanbertujuan mendorong terciptanya kesejahteraan sosial.
 Dalam konteks zakat,meskipun Islammengecamorangyangmenumpuk harta, pemahaman yang muncul bukan hanyamengenai tercelanya para penumpuk kekayaan melainkanjuga melacak sebab-sebab terjadinya penumpukan hartapada segelintir orang di tengah kehidupan masyarakat yangmembutuhkan perhatian.
 BABVPernbinaan, Pengawasan Dan Sanksi I
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 Lima kondisi yang ditawarkan oleh Kuntowijoyotersebut patut dipertimbangkan sebagai upaya untukmengkontekstualisasikan pemahaman mengenai pengelolaanzakat pada masa kini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23/2011 juga perlu diterjemahkan dalam konteks itu agar pihakpihak yang diberi amanat mengelola zakat dapat memberikanpemahaman secara substansial kepada masyarakat. Dalamkonteks ini, Undang-Undang Nomor 23/2011mengamanatkankepada pemerintah untuk melakukan pembinaan secarakomprehensif agar substansi berikut tujuan pengelolaan zakatmencapai target yang diinginkan.
 Secara umum,pembinaan didefinisikan sebagai segalausaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian,pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatupekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimaLPembinaan ini merupakan suatu perangkar sistem yang hamsdijalankan secara fungsional untuk menjamin bertahannyasistem tersebut hingga mencapai tujuan yang diharapkan.
 Pembinaan pengelolaan zakat berartisuatu pola dan usahauntuk memberikan pernbekalan, baik yang bersifat wawasanmaupun kemampuan teknis-praktis kepada lembaga pengelolazakat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, benar,dan amanah. Menurut Undang-Undang Nomor 23/2011,pembinaan ditujukan bagi dua pihak, yaitu lembaga pengelolazakat (BAZNAS, BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ), dan masyarakat. Pembinaan kepada lembagapengelola zakat, dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan
 Islam terhadap praktik perputaran harta di kalangan elit(aghniya), juga hams dipahami sebagai kecaman terhadappraktik-praktik monopoli dan oligopoli oleh penguasa danpengusaha kapital,
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 Dalam pasal 34 ini, dijelaskan bahwa pembinaantersebut meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Adapunyang dimaksud dengan fasilitasi adalah, suatu kegiatan yangmenjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukanseseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudahtercapainya target dan tujuan yang telah dicanangkan. Dalam
 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan danpengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
 (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam rangka:a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
 menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; danb. memberikan saran untuk peningkatan kinerja
 BAZNAS dan LAZ.
 Sedangkan dalam Pasa135 disebutkan:
 Pasal 34 menyebutkan:(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan
 terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNASkabupatenlkota, dan LAZ.
 (2) Gubemur dan bupatilwalikota melaksanakan pembinaandan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNASkabupatenlkota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
 (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) meliputi [asuuasi, sosialisasi, dan edukasi.
 Bupati/Walikota. Sementara pembina an untuk masyarakatdapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentinganterhadap pengelolaan zakat, baik dari unsur pemerintah,lembaga pengelola zakat maupun dari pihak masyarakat sendiri.
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 Kemandiriandan
 pengambiJankeputusan
 Menumbuhkandan
 memberikankepercayaan
 Mengajakuntuk berfikir
 Memposisikanperan dantindakan(lembagaPengelola
 zakat maupun
 Memecahk:anmasaIah(problemsohing)
 Membangunjejaring
 (networklng)
 Peran FaslUtasJPeugelotaan ZakalMenggali
 Potensi danKebutuban
 (Needassessment)
 beberapa hal, fasilitasi disertai dengan istilah pendampingan,yang berarti suatu upaya membantu dan menguatkanmasyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhikebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.
 Dalam konteks pembinaan pengelolaan zakat, fasilitasiyang dilakukan dapat diarahkan pada pembentukan kapasitasterkait dengan sumber daya, sumber dana, kelembagaan,kesadaran dan kemandirian masyarakat. Selain itu, pembinaanjuga diarahkan pada pentingnya konsep masyarakat sebagaisuatu "ummah",yaitu kesatuan kolektifyangmemiliki tanggungjawab antara satu dengan yang lainnya sehingga tumbuhkepedulian sosial yang tinggi melalui pengelolaan zakat. Danyang tidak kalah penting dalam pembinaan adalah bagaimanamemberikan arahan mengenai arus perubahan sosial yangterjadi serta dampaknya bagi kehidupan masya-rakat sertabagaimana mencari jalan keluar yang terbaik.
 Oleh sebab itu, peran-peran fasilitatif dalam pembinaandapat memosisikan diri sebagai narasumber, pendamping,penggerak, pelatih, dan pemberi motivasi. Sedangkan fungsifungsi fasilitatif secara khusus dapat digambarkan dalam skemaberikut (EkoDermawan, 2012).
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 Yang ketiga adalah edukasi. Apa yang dimaksud denganedukasi di sini adalah proses penambahan pengetahuan dankemampuan seseorang, baik kemampuan teknik maupunpraktik, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahandid (selfdirection) , serta aktif memberikan inforrnasi-informasiatau ide baru. Dengan pengertian lain, edukasi merupakanupaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain,
 Melalui mediasosialiasi:
 - Tokoh-tokoh agamadan masyarakat
 - Mediacetaklelektronik
 - Papan informasi
 Pertemuanlangsung
 Peraturan HukumLembagaPengelolaZakat
 - Peran sertaMasyarakat
 - Prosedur danmekanismelaianya
 I
 MetodeSosialisasi
 SosialisAsiPengt>lolaAll Zllkat
 DimensiSosialisasiPengelolaan
 Zakat
 Yang kedua adalah sosialiasi, yaitu suatu proses interaksisosial untuk saling mengenali cara berpikir, berperasaan danberperilaku sehingga dapat mernahami suatu tujuan pembinaantersebut. Dalam konteks pembinaan pengelolaan zakat,sosialisasi yang dilakukan diarahkan pad a memperkenalkandan upaya saling memahami berbagai hal yang terkait denganpengelolaan zakat, seperti: peraturan hukum, pihak pengelolazakat, dan peran serta masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukansecara langsung maupun tidak langsung (melalui mediasosialisasi) .
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 (2)
 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan danpengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
 Berikutnya Pasal 35 menyebutkan bahwa:
 mulai dari individu, kelompok,keluarga dan masyarakat agarterlaksananya tujuan pengelolaan zalcat.
 Edukasiyangdilakukanmelaluipembinaan diorientasi-kanuntuk menambah wawasan bagi para pihak (terutama lembagapengelola zakat dan masyarakat) untuk lebih memahamipentingnya pengelolaan zakat dan target utama pengelolaanzakat itu sendiri. Tujuan akhir dari edukasi adalah munculnyakesadaran dan motivasiyangkuat untuk melakukan pengelolaanzakat secara baik dan benar (bagi lembaga pengelola zakat)dan kepuasan serta dorongan untuk menunaikan zakat secaraterkelola (pihak masyarakat).
 Selain pembinaan, Undang-Undang Nomor 23/2011 inijuga memberikan amanat perlunya melakukan pengawasan.Sebagaimana dengan pembinaan, pengawasan juga dilakukanoleh dua pihak, yaitu pihak pemerintah melalui MenteriAgama melakukan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNASProvinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Di pihaklain adalah masyarakat yang berhak melakukan pengawasanterhadap BAZNAS dam LAZ.
 Pasa134menyebutkan:(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan
 terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNASkabupaten/kota, dan LAZ.
 (2) Gubemur dan bupatilwalikota melaksanakan pembinaandan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNASkabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
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 Tugas pengelolaan zakat merniliki dimensi keterlibatanpublik (masyarakat). Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakatharusmempumenjagadan menegakkan kehormatan, keluhuranmartabat dan perilaku dalam melaksanakan wewenang dan
 BAZNAS,BAZNASProvinsi,BAZNASKabupaten/Kota,dan LAZ
 PENGAWASAN
 l.Akses terhadap informasi tentangpengelolaan zakat yang di1akukanolen BAZNAS dan tAZ
 2.Penyampaian informasi apabiJaterjadi penyimpa-ngan dalampengelolaao zakar yang dilakukanoleh BAZNAS dan LAZ
 Pemerintah:Menteri,Gubernur, Bupari/walikota
 Skema Pengawasan Pengelolaan Zakat
 (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam bentuk:a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat
 yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; danb. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan
 dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZN ASdanLAZ.
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 Setiap peraturan hukum dilengkapi dengan dorongankepatuhan terhadap norma, norma hukum. Tindakan danperilaku yang tidak taat dan patuh terhadap norma-normahukum akan dianggap sebagai pelanggaran dan oleh sebabitu dikenakan sanksi. Dalam konteks masyarakat berbasiskomunitas, kepatuhan terhadap norma, norma sosial selaludiiringi pula dengan sanksi-sanksi sosial yang dirumuskan olehkelompok tertentu dari komunitas mereka di mana basis daripemberian sanksi tersebut memiliki rujukannya masing-masing,baik dalam bentuk petuah-petuah, lontara-lontara, kitab suci,dan sebagainya.
 Dernikian pula halnya dengan UU Nomor 23/2011,terdapat sanksi bagi para pihak yang melakukan tindakanpelanggaran, khususnya pelanggaran terhadap pengelolaan
 B. Aspek Pidana bagi Pengemplang Zakat
 tugasnya sebagai penyelenggara pengelolaan zakat. Perilakupengelola zakat dapat menumbuhkan kepercayaan, tetapi jugamenyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Ketidakpuasanmasyarakat terhadap lembaga - pengelola zakat sebagiandisebabkan oleh kenyataan bahwa putusan lembaga tersebutbelum bersinergi dengan masyarakat, dan belum menunjukkankapasitasnya sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah,dan menunjukkan bukti-bukti hasil pengelolaan zakat kepadamasyarakat.
 Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan baik olehpihak pemerintah maupun masyarakat adalah dalam rangkamembangun dan mendorong terselenggaranya pengelolaanzakat secara jujur, adil, merata, amanah, transparan, dan sesuaidengan tuntutan tatakelola kelembagaan yang baik.
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 Pemberian sanksi administratif dapat berupa paksaanpemerintahan (bestuursdwang), pencabutan keputusan(ketetapan) yang menguntungkan, uang paksa (dwangsom),denda administratif (administratieve boete).
 Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UUNomor 23/2011 tertuang dalam pasal 36 yang mengaturmengenai jenis sanksi bagi pelanggaran terhadap pasal19, pasal
 zakat. Di dalam UU tersebut, ketentuan mengenai hukumanbagi pelanggaran pengelolaan zakat terbagi dalam dua macam,yaitusanksi administratif dan sanksi pidana.
 Para ahli hukum menjelaskan bahwa sanksi administratifmerupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publikyang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadapketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Sanksiadministratif merupakan sanksi yang muncul dari hubunganantara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpaperantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapatsecara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. jikaditilik dan jenis sasarannya, sanksi administratif dapat dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:1. Sanksi reparatoir, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai
 reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untukmengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinyapelanggaran.
 2. Sanksipunitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikanhukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa dendaadministratif.
 3. Sanksi regresif, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksiatas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapatpada ketetapan yang diterbitkan.
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 Merujuk pada ketentuan yang dijelaskan dalam hukumadministrasi, macam-rnacam sanksi yang dituangkan dalamUU Nomor 23/2011 tersebut masuk dalam bentuk pencabutankeputusan (ketetapan) yang menguntungkan. Apa yangdimaksud dengan "pencabutan keputusan (ketetapan) yangmenguntungkan" tersebut adalah suatu keputusan hukumuntuk mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarikkembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapanyang terdahulu. Sebab-sebab pencabutan Ketetapan sebagaiSanksi ini terjadi jika yang berkepentingan tidak mematuhipernbatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuanperaturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin,subsidi, atau pembayaran.
 Artinya, pemerintah berdasarkan UU Nomor 23/2011ini dapat menjatuhkan atau memberikan sanksi berupa sanksiadministratif bagi pihak pengelola zakat-dalam hal ini adalahBAZNAS dan LAZ, atau lembaga pengelola zakat dengan namalain tetapi dalam bentuk yang sama-jika mereka melanggarbeberapa ketentuan, yaitu:
 1. Khusus bagi LAZ, dapat dikenai sanksi administratifjika tidak melaporkan secara berkala pelaksanaan
 23 ayat (1), pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 29 ayat(3).
 Didalam pasa136 dijelaskan,(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam pasal19, pasal23 ayat (1), pasal28 ayat (2) danayat (3), sertapasal29ayat (3) dikenai sanksi administratifberupa:a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atauc. Pencabutan izin.
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 Berbeda dengan sanksi administratif yang penekanannyapada perbuatan dan prosedumya secara langsung tanpa melaluiproses peradilan, sanksi pidana ditujukan pada pelakunya danharus melalui prosesperadilan.
 Di dalam UU Nomor 23/2011, ketentuan mengenaipidana diatur olehPasal39, Pasal40, Pasal,41, dan Pasal42yangmengatur tentang ketentuan pidana. Istilah "pidana" berasaldari bahasa sanksekerta yang dipakai untuk menerjemahkanistilah "straf" (Belanda) yang berarti hukuman atau dihukum.Istilah pidana sendiri sudah familiar di Indonesia untukmenggambarkan adanya tindakan yang sengaja dibuat untukmenimbulkan penderitaan bagi seseorang sebagai balasan atassuatu hal yang pemah diperbuatnya. Sebenarnya para ahlihukum pidana memiliki dan memberikan pandangan merekamasing-rnasing mengenai definisi tentang pidana. Dari berbagai definisi yang dikemukakan, tetapi terdapat persamaanmengenai wewenang negara untuk menjatuhkan hukuman
 pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaanzakat yang telah diaudit kepada BAZNAS (pasal 19).
 2. Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki(pasal23 ayat (1».
 3. Pendistribusian zakat dan pendayagunaan infak,sedekah dan dana sosialkeagamaan lainnya dilakukantidak sesuai dengan syariat Islam dan juga dilakukantidak sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan olehpemberi, serta pengelolaannya tidak dicatat dalampembukuan tersendiri (pasal 28 ayat (2) dan ayat (3»
 4. Khusus bagi LAZ, ia dapat dikenai sanksi aministratifjika tidak menyampaikan laporan pelaksanaan zakat,infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnyakepada Menteri secara berkala (pasal 29 ayat (3».
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 Dari penjelasan tersebut, menjadi terang bahwahukum pidana masuk dalam wilayah hukum publik karenamengkonstruksikan hubungan antar warganegara. Hal tersebutagakberbeda dengan hukum dalamwilayahprivat dan domestikyangbiasanyadapat dihukum secarapidana ketika ia dilaporkanoleh pihak-pihak terkait dengan tindak pidana tersebut. Selaindaripada batas-batas definisimengenai hukum pidana tersebut,Suma Miharja dan Miftahus Surur (2007: 19,20) menjelaskanbahwa terdapat prinsip-prinsip legalitas hukum pidana yangmenentukan bahwa:1. Perbuatan yang dilarang, harus dirumuskan dalam
 peraturan perundang-undangan (tertulis, lex scripta, untukmenghindari penafsiran sepihak dan ketiadaan rujukanyang akan mengganggu kepastian hukum);
 2. Perbuatan tersebut harus dirumuskan secara jelas (lex
 kepada seseorang berkenaan dengan pelanggaran yang telahdilakukannya terhadap sesuatu yang telah ditetapkan olehnegara. Kesetaraan pandangan ini selalu diletakkan dalamkonteks pelanggaran terhadap peraturan hukum yang telahditetapkan oleh negara.
 Muladi dan BardaNawawi (1984: 2A) menjelaskanbahwauntuk dapat disebut sebagaihukum pidana, terdapat beberapasyarat, di antaranya:1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan
 penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidakmenyenangkan;
 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh seseorang ataubadan yang memilikikekuasaan;
 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telahmelakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
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 Pasal 38 menyatakan:Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selakuamil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau
 Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, tujuan hukumpidana adalah untuk memberikan pembalasan bagi pelakupelanggar ketentuan, melindungi kepentingan umum(ketertiban masyarakat), mendidik dan memperbaikt perilaku,memberikan efek jera, dan memperbaiki kerugian masyarakat.
 [ika merujuk pad a UU Nomor 23/2011, ketentuanpidana yang diatur secara khusus juga memiliki tujuan-tujuansebagaimana disebutkan diatas. Pengaturan mengenai ketentuanpidana dalam UU pengelolaan zakat ini bukan semata-rnatauntuk memenuhi norma-norma hukum yang ada di dalamsuatu peraturan hukum, melainkan juga untuk menjaga danmelindungi kehidupan masyarakat dari kemungkinan adanyatindakan merugikan terhadap pengelolaan zakat.
 Terdapat beberapa pasal yang perlu dijelaskan di siniterkait dengan aspek hukuman atau sanksi pidana yang dalambeberapa hari terakhir menjadi bagian dari perdebatan ditingkat masyarakat.
 certa) , tidak samar-samar atau ambigu (nullum crimensine lege seneca) sehingga tidak mena'Jadi pasal karet yangmengganggu kepastian dan ketertiban hukum;
 3. Peraturan tersebut harus sudah ada sebelum perbuatan yangdilarang itu ada:
 4. Dalam menentukan adanya tindak pidana, dilarangmempergunakan penafsiran analogis;
 5. Ketentuan pidana tidak berlaku mundur (nonretroaktif)kecuali pada terjadinya kejahatan HAM berat yangmembutuhkan cara-cara luar-biasa untuk menanganinya.
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pendayagunaan zakat tanpaizin pejabat yang berwenang.Dari pasal tersebut,
 terdapat dua hal mendasaryang patut dipahami. Pertama,ketentuan tersebut selayaknyadipahami sebagai suatu upayauntuk melakukan inventarisasi,penertiban (penataan), rnewujudkan akuntabilitas dan transparasikepada lembaga pengelola zakatdari masyarakat, sehingga denganizin dari pejabat yang berwenangdiharapkan para pihak (arnilzakat) yang mengelola zakat darimasyarakat adalah yang memangbenar-benar akan menyalurkanzakat yang dikelola secara benar.Dengan perkataan lain, lembagaamil zakat tidak menyirnpang daritujuan semula dengan misalnya,lembaga amil zakat menjadisebuah korporat yang mencarikeuntungan. Dalam konteks ini,gerak lembaga pengelola zakattidak akan mengalami pembatasandan penyempitan, justru akanmendapatkan perlindunganhukum, keter-arah-an fokus dangerak, serta menjamin dirinva
 116
 Jika 'perspektif
 amil hanya untukmengumpulkan dan
 mendistribusikandengan keyakinan
 bahwa setclah kegiatanitu kewajiban ajaran
 agamanya telah selesai,hampir dipastikan tidak
 akan dapat mencapaitujuan penunaian zakat
 itu sendiri.
 4) -- Standarisasi Ami! Zakat Di Indonesia

Page 123
                        

117
 berdasarkan Undang- Undang untuk melakukan pengelolaanzakat secara benar.
 Kedua, pasal 38 tersebut berisi ketentuan mengenailarangan. Maka berdasarkan Undang-Undang, larangantersebut dikeuarkan oleh pihak yang dalam hal ini adalahpejabat yang berdasarkan Undang-Undang diberi wewenanguntuk mengatur ketentuan tersebut. Lalu, apa implikasi pasalini bagi kegiatan-kegiatan pengumpulan zakat yang selama inite1ah berjalan secara "tradisional" seperti yang terjadi di masjidmasjid atau tempat-ternpat lainnya?
 Undang-Undang ini pada dasarnya ingin memberikanarahan yang terang dan jelas bagi pihak-pihak yang selamaini melakukan pengumpulan zakat. Hakikatnya, tujuanpengumpulan zakat tidak hanya untuk memungut ataumenerima pemberian zakat dari para muzala lalu didistribusikankepada mustahik dan setelah itu tugas pengumpulan zakatselesai hanya "sekadar" untuk memenuhi kewajiban untukmemenuhi ketentuan dan ajaran Islam. Setiap muslim harusmemaharni bahwa tujuan besar penunaian zakat-yang secarajelas dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW -adalah untukpemberdayaan umat dan mengeluarkan mereka dari kubangketidakberdayaan, baik secara ekonomi maupun sosial.
 [ika perspektif amil hanya untuk mengumpulkan danmendistribusikan dengan keyakinan bahwa setelah kegiatan itukewajiban ajaran agamanya telah selesai, hampir dipastikan tidakakan dapat mencapai tujuan penunaian zakat itu sendiri. Olehsebab itu, pengelolaan zakat secara kelembagaan yang harusmendapatkan izin tersebut adalah dalam rangka pengelolaanzakat secara baik, merata, dan untuk kemaslahatan umat. Paraami! zakat yang telah melaksanakan kegiatan pengumpulanzakat dapat berkoordinasi dengan BAZNAS di masingmasing tingkatan untuk diberi izin atau dibentuk sebagai Unit
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 Ketentuan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan padapasal tersebut sangat jelas dipahami dan hal ini juga sangat
 Selanjutnya, pasa140 menyatakan:Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukummelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00(lima ratus jura rupiah).
 Pasal tersebut berisi ketentuan mengenai hukuman bagipihak pengelola zakat yang dengan sengaja tidak melakukanpendistribusian zakat, atau melakukan pendistribusian kepadapihak-pihak yang bertentangan dengan ajaran Islam mengenaizakat. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi tindakanpenunaian zakat dan juga harta yang telah dikeluarkan olehmuzaki agar tidak diselewengkan, serta memberikan jaminanperlindungan hukum pula bagi mustahik.
 Berikutnya pasa139 menyatakan bahwa,Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidakmelakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuanPasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 Pengumpul Zakat. Dengan demikian, kegiatan pengumpuiantetap dapat dilaksanakan, sementara pendistribusiannya akandilakukan oleh BAZNAS dengan memerhatikan asas keadilanpemerataan, sehingga tidak terjadi surplus zakat di suatu ternpat,sementara di tempat lain masih terdapat banyak pihak yangmembutuhkan.
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 Harus diakui bahwa pasal ini sempat mengundag respondari sekelompokmasyarakat yangmerasa khawatir jika denganketentuan tersebut akan banyak pihak pengeloa zakat (amil)yang terkena sanksi pidana. Untuk merespon keberatantersbut, terdapat beberapa hal yang seharusnya dipahami.Pertama, peraturan hukum yang memiliki ruang lingkup untukpenegakan hukum harus memiliki norma yang memuat sanksidemi memenuhi standar perlindungan hukum bagimasyarakatdan pihak-pihakyangmenjadi subjekperaturan hukum tersebut.Ketentuan seperti ini sangat lumrah dan terjadi dalam berbagaiperaturan hukum yang dibentuk.
 Kedua, ketentuan pidana dalam pasal tersebut telah sesuaidengan dengan teknik penulisan ketentuan pidana yang diaturdalam Lampiran nomor 112Undang-Undang Nomor 12Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganyang menyatakan "Ketentuan pidana memuat rumusan yang
 Berikutnya pasal 41 menjelaskan:Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukummelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahundankuau. pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00(lima puluh jura rupiah) .
 logis dalam mengatur hubungan antar warga negara dan jugakehidupan publik masyarakat. Dengan penjelasan lain, parapihak pengelola zakat tidak boleh melakukan tindakan memiliki,menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkanzakat, infak, sedekah, daniatau dana sosialkeagamaan lainnya yangada dalam pengelolaannya, karena tindakan tersebut menurutlogika norma publik memang bertentangan dan merupakantindakan yang tidak diharapkan,
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 menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuanyang betisi norma larangan atau norma perintah." Artinya,pencantuman ketentuan pidana disini tidak menyalahi prinsip,prosedur dan mekanisme pembuatan peraturan perundangundangan.
 Ketiga, bahwa dengan mencantumkan ketentuan pidanamaka hal tersebut sebagai suatu upaya pencegahan bagikemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan. Semangatinilah yang ingin dimunculkan oleh UU ini sehingga tidak tepatjika ketentuan pidana yang ada dimaksudkan untuk melakukankriminalisasi 'ami! dan/atau menghambat gerak dari upayapenunaian zakat di masyarakat.
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